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1.

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Arjasari Tahun
2025;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan  Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor
4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun  2025-2045 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 63 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang Rencana
Strategis Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2024 Nomor 63);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2025



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

w

10.

11.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran PD.

Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
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12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta
pagu anggaran sementara yang didasarkan atas
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
PD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2
Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat
penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan
berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.

Pasal 3
Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :
a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan



f.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Perubahan Renja PD  dilaksanakan untuk

melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan

RKPD Tahun 2025.

Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan

untuk :

a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi
dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub
kegiatan,;

b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan
Renstra PD tahun berkenaan; dan

c. Menjaga konsistensi target capaian indikator
kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan
penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025.

Pasal 5
Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan
perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi
hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)

(2)

(3)

(4)

Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan
pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab
PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang
telah disepakati bersama DPRD.

Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara
atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian
laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun
berkenaan.



BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7
Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :
a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan
Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun
berjalan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan
Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala PD  melakukan  evaluasi terhadap
pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi
pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan
capaian kinerja yang menjadi target PD dan
kebijakan perubahan Renja PD.

(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap
Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV
yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD
yang membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah untuk
diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan
Januari tahun berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil
evaluasi terhadap Perubahan Renja PD
mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 106

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ot

YANA ROSMIANA, 5. H.M.H

Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001



Pemerintah

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN ARJASARI
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KATA PENGANTAR

Puyji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat
dan Hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjasari
Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada

semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Perubahan Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025 merupakan dokumen
perencanaan Kecamatan Arjasari untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran
dari Rencana Strategis Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026,
dan juga disajikan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun 2025 di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Dokumen
ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2025.

Kami berharap Dokumen Perubahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung serta
mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, sehingga pembangunan
di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan lancar
sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun
2021-2026, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Arjasari

Kabupaten Bandung.

Arjasari, Juni 2025
Camat Arjasari

Asep Hadian,S.Ag, M.Si
NIP. 19770416 200801 1 019
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi
Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus
penyelenggara urusan pemerintahan umum, sebagai pelaksana perangkat
daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati
yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum,
camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah
Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran
yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi,
sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan
untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan
mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang
berhadapan langsung dengan masyarakat. penyelenggaraan pelimpahan
sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah,
Kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan Pelayanan terhadap
masyarakat, dan dengan pelayanan tersebut Kecamatan merupakan etalase
yang mencerminkan Pelayanan Daerah Kabupaten, sehingga dalam
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan harus memiliki
Perencanaan dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1) menyebutkan
bahwa Perangkat Daerah Menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah, Kecamatan Arjasari sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026
telah memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama yang setiap tahunnya akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjasari dengan
memperhatikan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang tercantum didalam
Renstra dimaksud.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Arjasari Tahun 2025 sebagai
bagian dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari
Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Bandung

untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan target Renstra yang



merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2021- 2026.

Kecamatan Arjasari sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya dalam berkontribusi terhadap capaian Daerah dengan Visi Kabupaten

[13

Bandung Terwujudnya Masyarakat Kabupaten bandung yang Bangkit,
Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dengan Misi Nomor 4
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui Birokrasi yang profesional,

dan Tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai — nilai keagamaan,

Sebagai bagian dari Perencanaan, Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025
disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan
perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal
dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam
rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati
kepada camat

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada
camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal
dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023
tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan diikuti Keputusan
Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769 -TAPEM/2023 tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 16 Bidang
Pelimpahan, 28 sub bidang Pelimpahan, dengan Pelimpahan berupa
Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan
dan Non Perizinan)

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna
memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja)
merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan
sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping
itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan
Rencana Kerja tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjasari Tahun 2025
disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang
akan dicapai mengikuti Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan
akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga

menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan



RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif
dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat
Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka
pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk
Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam
bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11),
yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen
perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana
Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.”
Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

PERENCANAAN PENGANGGARAN
dijabarkan
RPJIMN —>»  RKP
diperhatikan | diperhtikan :

1 . 1
v dijabarkan v pedoman pedoman

RPJPD —— RPIMD —— RKPD — —>» RAPBD —p APBD
KUA

pedoman VI l T l & l
bahar pedoman  bahan | |pedoman
- PPAS
Renstra PD —D—P —>» RKAPD —» DPA PD

pedoman pedoman pedoman pedoman

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Arjasari sebagai
perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk
penyusunan Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025 berpedoman pada RKPD

Kabupaten Bandung Tahun 2025 serta Perubahan Renstra Kecamatan Arjasari



1.2
1.

Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen
perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3)
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah,
maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian
juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus
diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025 ini akan menjadi
dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Arjasari

Tahun 2025.

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);



14.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

15.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2037);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2025;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 4);

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15

tahun 2018);



25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);

26.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 -
2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);

28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83
Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 83);

29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung 2023 Nomor 120);

30.Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

31.Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan
Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);

32.Peraturan Bupati Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2024 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);

33.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat untuk



Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor

137 /Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung
Nomor 137/Kep.769-TAPEM /20233 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan

yang Menjadi Kewenangan Daerah;

34. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./048/959C/BAPPERIDA tanggal

1.3

25 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025;

Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Arjasari Kabupaten

Bandung Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam
penentuan program dan kegiatan Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung di
tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan
Arjasari Kabupaten Bandung secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Arjasari Kabupaten
Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD
Kabupaten Bandung Tahun 2025;

2. Mengelola wupaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Kecamatan Arjasari secara sistematis dan terorganisir, diantaranya
melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun
2025;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub
kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Kecamatan Arjasari Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan

Arjasari, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja Kecamatan Arjasari, proses penyusunan Renja
Kecamatan Arjasari, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD,

Renstra dengan Renja



1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan
Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Kecamatan Arjasari

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Arjasari

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan

Arjasari Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan
Arjasari

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjasari

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjasari

2.4 Review Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arjasari

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Arjasari Menjelaskan
mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasari

3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam

pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ARJASARI
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TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan
Arjasari

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Arjasari yang disusun sangat
berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk
memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan
misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan
pencapaian Renstra Kecamatan Arjasari.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target
kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang
dihadapi.

Pelaksanaan Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2024 dapat mencapai
target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Arjasari
merencanakan kebutuhan sumber daya anggaran sebesar Rp. 5,757,868,514,-
dan terealisasi sebesar Rp 5,571,963,209,- dengan persentase serapan anggaran
sebesar 96,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program
yang terdiri dari 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang difokuskan pada 3
Sasaran Strategis. Data capaian kinerja tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 2.1 Hasil Pengukuran atas Indikator Sasaran Strategis Kecamatan
Arjasari Tahun 2024 dan Perbandingan Capaian Antara Tahun 2023 dan
Tahun 2024

Persentase

Persentas | Pertumbuhan
Indikator Sasaran | Realisas Target Realisas

Sasaran Strategis e Capaian Capaian
Strategis 12023 2024 12024
2024 antara 2023
dan 2024
(2) (3) (4) ) (6) (7) (8)
Tercapai
Meningkatnya 72,8 75,35 Tumbuh
Nilai AKIP 73 Poin sebesar
kualtas kinerja Poin Poin Sebesar 1,03%
103.22%
aparatur dalam
Persentase BMD Tercapai
penyelenggaraan Tumbuh
) dalam 75,10% 70% 78.20% sebesar
pelayanan publik Sebesar 1,04%
kondisi baik 111.71%
Meningkatnya )
) Tercapai
kualitas 84,01 84.3 89.85 Tumbuh
Nilai IKM sebesar
pelayanan Poin Poin Poin Sebesar 1,06%
) 106.58%
publik

Meningkatnya Jumlah Desa 0 Desa 1 Desa 2 Desa Tercapai N/A
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kualitas Cepat sebesar
pemerintahan Berkembang 200%
desa
Rata-Rata 130,3% 1,04%

Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Kecamatan
Arjasari terhadap target sasaran strategis sebesar 130,3% dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 3,875%. Pertumbuhan terjadi pada capaian nilai AKIP,
Persentase BMD Dalam Kondisi Baik dan nilai IKM.

Tahun 2025

berpedoman pada hasil pencapaian kinerja Kecamatan Arjasari sampai dengan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Arjasari
tahun n-1, Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Arjasari periode 2021-2026. Berdasarkan evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah (PD) 2024 Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung memiliki
tingkat capaian realisasi sebesar 103,22% untuk Capaian Nilai SAKIP Kecamatan
Arjasari, Capaian Persentase Aset Dalam Kondisi Baik sebesar 111,71%,Capaian
Nilai IKM sebesar 106,58%, dan Capaian Jumlah Desa Cepat Berkembang
sebesar 200% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 (T- C.29) Evaluasi hasil

renja PD Tahun 2024

Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap

capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

NO Program/Kegiatan Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persen (%)
2 3 4 5

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 4,945,182,841 | 7033580 | 96 96y,
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja 39.381.841 37,474,400 95.16%
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen 9.381.841 9,194,600 98%
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan o
Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 100%
Koordinasi dan Penyusunan o
DPA-SKPD 5.000.000 4,490,000 89.8%
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan 20.000.000 18,789,800 93.95%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD




Administrasi Keuangan
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3,767,376,19

o
Perangkat Daerah 3,928,267,800 6 95.9%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 3.924.267,800 3,763,376,19 95.9%
ASN 6
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir 2.000.000 2,000,000 100%
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan o
Bulanan/Triwulanan/Semester 2.000.000 2,000,000 100%
an SKPD
Administrasi Kepegawaian 9.543.000 9,428,000 | 98.79%
Perangkat Daerah
Soslalisasi Peraturan 9.543.000 9,428,000 98.79%
Perundang-Undangan
Administrasi Umum o
Perangkat Daerah 231,620,000 228,443,475 98.63%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 5.000.000 4,998,200 99.96%
Kantor
Penyediaan Peralatan dan 163,160,000 160,822,300 | 98,57%
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah 8.000.000 7,961,575 99.52%
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik 4.000.000 3,990,400 99.76%
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan 2.000.000 2,000,000 100%
dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- 4.460.000 3,806,000 85.34%
undangan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 45.000.000 44,865,000 99.7%
SKPD
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 39.526.000 39,526,000 100%
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel 39.526.000 39,526,000 100%
Penyediaan Jasa Penunjang 332,780,000 | 317,206,304 | 95.32%
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 1.990.000 99.5%
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, o
Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000 26,155,664 74.73%
Penyediaan Jasa Pelayanan 295,780,000 289,060,640 | 97.73%
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 364,064,200 360,881,434 99,13%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 47,373,200 45,855,505 96,8%

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan




Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

4.000.000

3,993,400

99,84%

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

312.691.000

311,032,529

99.47%

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

328,761,000

328,331,400

99,87%

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

11.700.000

11,620,000

99.32%

Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

11.700.000

11,620,000

99.32%

Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum

20.750.000

20,592,000

99,24%

Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang terkait
dalam Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Umum

20.750.000

20,592,000

99,24%

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat

296,311,000

296,119,400

99.94%

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

296,311,000

296,119,400

99.94%

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

224,001,673

223,500,000

99.78%

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

138,295,000

138,205,000

99.93%

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

138,295,000

138,205,000

99.93%

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan

85.706.673

85,295,000

99.52%

Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat

28.686.000

28,355,000

99.85%




Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
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47.020.673

46,940,000

99.83%

Fasilitasi Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

10.000.000

10.000.000

100%

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

50.035.000

50,020,000

99.97%

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
ketentraman dan Ketertiban
Umum

47.800.000

47,790,000

99.98%

Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

23.200.000

23.200.000

100%

Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

24.600.000

24,590,000

99.96%

Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

2.235.000

2,230,000

99.78%

Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

2.235.000

2,230,000

99.78%

PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

119.300.000

119,273,000

99.98%

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

119.300.000

119,273,000

99.98%

Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional

48.000.000

47,973,000

99.94%

Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan Intrasuku,
Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

53.300.000

53,300,000

100%




Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
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18.000.000

18.000.000

100%

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

90.588.000

90,503,000

99.91%

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

90.588.000

90,503,000

99.91%

Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

10.000.000

9,985,000

99.85%

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

40.340.000

40,270,000

99.83%

Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Pembangunan
Desa

40.248.000

40.248.000

100%
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Tabel 2.3 (TC 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kecamatan Arjasari

Kode Urusan/Bidang Indikator Target | Realisas | Target dan Realisasi Target Perkiraan Realisasi Capaian
Urusan Kinerja Kinerja |iTarget | Kinerja Program dan program | Target Renstra Perangkat
Pemerintahan Program Capaia | Kinerja | Keluaran Kegiatan sampai | dan Daerah s/d Maret Tahun
Daerah Dan (outcome) / n Hasil dengan Tahun 2024 kegiatan | 2025
Program/Kegiata | Kegiatan Progra | Program | Target Realisas | Ting | (Renja Realiasi | Realisas | Tingkat
n (outpu) m Dan Renja i Renja kat | Perangk |s/d i Capaian
Renstra | Keluara | Perangk | Perangk | Real | at Triwula | Capaian | Realisas
PD n at at isasi | Daerah |nl Program | i Target
Tahun | Kegiatan | Daerah | Daerah | (%) tahun Tahun | dan Renstra
(2021- |s/d tahun Tahun 2025 2025 Kegiata | (%)
2026) Tahun 2024 2024 ns/d
2023 Tahun
2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ®)=(109 (10) (I1)=(5+ | (12)=(11
7/6) 7+10) /4)
Urusan
Kewilayahan
Bidang Urusan
Kecamatan
7: 10 KECAMATAN
01
7: |1 PROGRAM Nilai AKIP 75 poin | 72,8 73 poin | 75,35 103 |76 poin | O poin | 75,35 100%
01 PENUNJANG (Poin) poin poin % poin
URUSAN
PEMERINTAHAN
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DAERAH
KABUPATEN/KO
TA
7 2, Perencanaan, Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0 Penganggaran, Dokumen %
1 dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat | Penganggaran
Daerah dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah yang
disusun sesuai
ketentuan dan
tepat waktu
7: 2, Penyusunan Jumlah 10 4 2 2 100 | 2 1 7 70%
01 0 Dokumen Dokumen dokum | dokume | dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 Perencanaan Perencanaan en n n n n en n
Perangkat Daerah | Perangkat
Daerah
7: 2, Koordinasi dan Jumlah 6 1 1 1 100 |2 0 2 33%
01 0 Penyusunan Dokumen RKA- | dokum | dokume |dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 Dokumen RKA- SKPD dan en n n n n en n
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
7. 2, Koordinasi dan Jumlah 6 1 1 1 100 |2 1 3 50%
01 0 Penyusunan Dokumen DPA- | dokum | dokume |dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 DPA-SKPD SKPD dan en n n n n en n
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Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

7: 2, Koordinasi dan Jumlah 12 1 1 1 100 |5 1 3 25%
01 0 Penyusunan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
1 Laporan Capaian | Capaian
Kinerja dan Kinerja
Ikhtisar Realisasi | dan Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
(Laporan)
7: 2, Penyelenggaraan | Jumlah 2 0 0 0 0% 1 0 0 0%
01 0 Walidata Dokumen Hasil | dokum | dokume |dokume | dokume dokume | dokum | dokume
1 Pendukung Penyelenggaraa | en n n n n en n
Statistik Sektoral | n Walidata
Daerah Pendukung
Statistik

Sektoral
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Daerah
7: 2, Pelaksanaan Jumlah Data 2 data | O data 0 data 0 data 0% 1 data 0 data | O data 0%
01 0 Pengumpulan Statistik
1 Data Statistik Sektoral
Sektoral Daerah Daerah yang
Telah
Dikumpulkan
dan Diperiksa
Lingkup
Perangkat
Daerah
7: 2, Administrasi Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0] Keuangan Dokumen %
2 Perangkat Daerah | Pelaksanaan
Administrasi
Keuangan yang
tepat
waktu
7: 2, Penyediaan Gaji Jumlah Orang | 72 18 18 18 100 |18 18 54 75%
01 0 dan Tunjangan yang Menerima | Orang | Orang / |Orang/ |Orang/ | % Orang / | Orang | Orang /
2 ASN Gaji / 48 12 12 12 12 /3 27
dan Tunjangan | bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
ASN
7 2, Koordinasi dan Jumlah 4 1 1 1 100 |1 0 2 S50%
01 0 Penyusunan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
2 Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Akhir
Tahun Tahun SKPD

SKPD

dan Laporan




20

Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

Y8

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran
SKPD

Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Bulanan/Triwu
lanan/Semester

an
SKPD

12
laporan

2
laporan

2
laporan

2
laporan

100
%

4
laporan

0
laporan

4
laporan

33%

Y

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Persentase
pemenuhan
Dokumen
Administasi
BMD sesuai
ketentuan

400%

100%

100%

100%

100
%

100%

0%

200%

50%
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7 2, | 5 | Rekonsiliasi dan Jumlah 3 0 1 1 100 |1 0 1 33%
01 0 Penyusunan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
3 Laporan Rekonsiliasi
Barang Milik dan
Daerah pada Penyusunan
SKPD Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
7: 2, | 6 | Penatausahaan Jumlah 1 1 0 0 0% 0 0 1 100%
01 0 Barang Milik Laporan laporan | laporan | laporan |laporan laporan | laporan | laporan
3 Daerah pada Penatausahaan
SKPD Barang Milik
Daerah pada
SKPD
7 2, | 0 | Administrasi Persentase 300% 0% 100% 100% 100 | 100% 0% 100% 33%
01 0 Kepegawaian Dokumen %
S Perangkat Daerah | Pelaksanaan
Administrasi
Kepegawaian
yang tepat
waktu
7: 2, | 2 | Pengadaan Jumlah Paket 36 O paket | O paket | O paket | 0% 18 paket | O paket | O paket | 0%
01 0 Pakaian Dinas Pakaian Dinas | paket
5 Beserta Atribut beserta Atribut
Kelengkapannya | Kelengkapan
7: 2, | 10 | Sosialisasi Jumlah 69 O orang |23 23 100 |23 O orang | 23 33%
01 0 Peraturan Orang yang orang orang orang % orang orang
S Perundang- Mengikuti
Undangan Sosialisasi
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Peraturan
Perundang-
Undangan
7: 2, | 11 | Bimbingan Teknis | Jumlah Orang | 46 O orang | O orang | O orang | 0% 23 O orang | O orang | 0%
01 0 Implementasi yang Mengikuti | orang orang
S Peraturan Bimbingan
Perundang- Teknis
Undangan Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
7: 2, | 0 | Administrasi Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0 Umum Perangkat | Dokumen %
6 Daerah Pemenuhan
Pelayanan
Administrasi
Umum Kantor
7: 2, | 1 | Penyediaan Jumlah Paket 18 6 paket | 6 paket | 6 paket | 100 | 3 paket | O paket | 12 66%
01 0 Komponen Komponen paket % paket
6 Instalasi Instalasi
Listrik /Peneranga | Listrik/Peneran
n Bangunan gan Bangunan
Kantor Kantor yang
Disediakan
7: 2, | 2 | Penyediaan Jumlah Paket 44 10 paket | 10 paket | 10 paket | 100 | 12 paket | 3 paket | 23 52%
01 0 Peralatan dan Peralatan dan paket % paket
6 Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor yang

Disediakan
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7: 2, Penyediaan Jumlah Paket 32 4 paket |4 paket |4 paket | 100 | 12 paket | O paket | 8 paket | 25%
01 0 Peralatan Rumah | Peralatan paket %
6 Tangga Rumah
Tangga yang
Disediakan
7: 2, Penyediaan Jumlah Paket 144 60 paket | 60 paket | 60 paket | 100 | 12 paket | O paket | 120 83%
01 0] Bahan Logistik Bahan Logistik | Paket % Paket
6 Kantor Kantor yang
Disediakan
7: 2, Penyediaan Jumlah Paket 20 S paket |5 paket |5 paket | 100 | 5 paket | O paket | 10 50%
01 0 Barang Cetakan Barang Paket % Paket
6 dan Penggandaan | Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan
7: 2, Penyediaan Jumlah 30 3 3 3 100 | 12 0 6 20%
01 0 Bahan Bacaan Dokumen Dokum | Dokume | Dokume | Dokume | % dokume | dokum | Dokume
6 dan Bahan Bacaan |en n n n n en n
Peraturan dan Peraturan
Perundang- Perundang-
undangan Undangan yang
Disediakan
7. 2, Fasilitasi Jumlah 4 1 1 1 100 |1 0 2 50%
01 0 Kunjungan Tamu | Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
6 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu
7: 2, Penyelenggaraan | Jumlah 26 1 1 1 100 | 12 0 2 7%
01 0 Rapat Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
6 Koordinasi dan Penyelenggaraa
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Konsultasi SKPD | n
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD
7: 2, Pengadaan Persentase 300% 0% 100% 100% 100 | 100% 0% 100% 33%
01 0 Barang Milik dokumen %
7 Daerah pelayanan
Penunjang Pengadaan
Urusan Barang Milik
Pemerintah Daerah
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
7: 2, Pengadaan Mebel | Jumlah Paket 3 unit O unit 1 unit 1 unit 100 | 1 unit 0 unit 1 unit 33%
01 0 Mebel yang %
7 Disediakan
7: 2, Penyediaan Jasa | Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0 Penunjang Laporan %
8 Urusan Penyediaan
Pemerintahan Jasa
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
7: 2, Penyediaan Jasa | Jumlah 10 1 1 1 100 |4 0 2 20%
01 0 Surat Menyurat Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
8 Penyediaan

Jasa
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Surat Menyurat

7: 2, Penyediaan Jasa | Jumlah 26 1 1 1 100 |12 3 5 19%
01 0 Komunikasi, Laporan laporan | laporan | laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
8 Sumber Daya Air | Penyediaan
dan Listrik Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan
Listrik yang
Disediakan
7: 2, Penyediaan Jasa | Jumlah 26 1 1 1 100 | 12 3 5 19%
01 0 Pelayanan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
8 Umum Kantor Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
yang
Disediakan
7: 2, Pemeliharaan Persentase 82,5% 81,0% 81,5% 81,5% 100 | 82,0% 30,0% 81,5% 99%
01 0 Barang Milik BMD dalam %
9 Daerah Kondisi Baik
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
7: 2, Penyediaan Jasa | Jumlah 50 unit | 20 unit 10 unit 10 unit 100 | 10 unit | 2 unit 32 unit | 64%
01 0 Pemeliharaan, Kendaraan %
9 Biaya Perorangan

Pemeliharaan dan

Dinas atau
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Pajak

Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan

Kendaraan
Dinas

Jabatan yang
Dipelihara dan

Dinas Jabatan dibayarkan
Pajaknya
7. 2, Pemeliharaan Jumlah 8 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 | 2 unit 0 unit 4 unit 50%
01 0 Peralatan dan Peralatan dan %
9 Mesin Mesin
Lainnya Lainnya yang
Dipelihara
7: 2, Pemeliharaan/Re | Jumlah 15 unit | 6 unit 3 unit 3 unit 100 | 3 unit 0 unit 9 unit 60%
01 0 habilitasi Gedung Kantor %
9 Gedung Kantor dan
dan Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Dire
habilitasi
7: 0 PROGRAM Nilai IKM 84,7 84 poin | 84,3 89,85 106 | 84,7 0 poin | 89,85 106%
01 PENYELENGGAR poin poin poin % poin poin
AANPEMERINTA
HAN DAN
PELAYANANPUBL
IK
7: 2, Koordinasi Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 0 Penyelenggaraan | koordinasi %
1 Kegiatan Penyelenggaraa
Pemerintahan di | n Kegiatan
Tingkat Pemerintahan
Kecamatan di Tingkat
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Kecamatan
7: 2, Peningkatan Jumlah 4 1 1 1 100 |1 0 2 50%
01 0 Efektifitas Dokumen dokum | dokume | dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 Kegiatan Peningkatan en n n n n en n
Pemerintahan di Efektifitas
Tingkat Kegiatan
Kecamatan Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan
7: 2, Penyelenggaraan | Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0 Urusan Penyelenggaraa %
2 Pemerintahan n Urusan
yang tidak Pemerintahan
Dilaksanakan yang tidak
oleh Unit Kerja Dilaksanakan
Perangkat Daerah | oleh Unit Kerja
yang ada di Perangkat
Kecamatan Daerah yang
ada di
Kecamatan
guna
Mendukung
Pelayanan
Prima kepada
Masyarakat
di Kecamatan
7 2, Fasilitasi Jumlah 2 0 0 0 0% 1 0 0 0%
01 0 Percepatan Laporan laporan | laporan | laporan |laporan laporan | laporan | laporan
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2 Pencapaian Fasilitasi
Standar Percepatan
Pelayanan Pencapaian
Minimal di Standar
Wilayah Pelayanan
Kecamatan Minimal di
Wilayah
Kecamatan
7: 2, Peningkatan Jumlah 4 1 1 1 100 |1 0 2 50%
01 0 Efektifitas Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
2 Pelaksanaan Peningkatan
Pelayanan kepada | Efektifitas
Masyarakat di Pelaksanaan
Wilayah Pelayanan
Kecamatan kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
7: 2, Koordinasi Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 0 Pemeliharaan Koordinasi %
3 Prasarana dan Pemeliharaan
Sarana Pelayanan | Prasarana dan
Umum Sarana
Pelayanan
Umum
7: 2, Koordinasi/Siner | Jumlah 4 1 1 1 100 |1 0 2 50%
01 0 gi dengan Dokumen dokum | dokume | dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
3 Perangkat Daerah | Koordinasi/Sin | en n n n n en n
dan/atau ergi dengan

Instansi Vertikal

Perangkat




29

yang terkait
dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum

Daerah
dan/atau
Instansi
Vertikal yang
Terkait
dalam
Pemeliharaan
Sarana dan

Prasarana
Pelayanan
Umum
7: 2, Pelaksanaan Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0 Urusan Urusan %
4 Pemerintahan Pelimpahan
yang kepada Camat
Dilimpahkan yang
kepada Camat dilaksanakan
7. 2, Pelaksanaan Jumlah 11 2 3 3 100 |3 1 6 100%
01 0 Urusan Laporan laporan | laporan | laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
4 Pemerintahan Pelaksanaan
yang terkait Kewenangan
dengan Lain yang
Kewenangan Lain | Dilimpahkan
yang
Dilimpahkan
7: 0 PROGRAM Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 PEMBERDAYAAN | capaian %
MASYARAKAT Pelaksanaan
DESA DAN Program
KELURAHAN Pemberdayaan
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Masyarakat
Des
7: 2, Koordinasi Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 0] Kegiatan Koordinasi %
1 Pemberdayaan Kegiatan
Desa Pemberdayaan
Desa
7: 2, Peningkatan Jumlah 10 1 1 1 100 |4 0 2 20%
01 0 Efektifitas Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
1 Kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan Efektivitas
Masyarakat di Kegiatan
Wilayah Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
7 2, Pemberdayaan Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 0 Lembaga Lembaga %
3 Kemasyarakatan | Kemasyarakata
Tingkat n
Kecamatan yang terfasilitas
7: 2, Peningkatan Jumlah 8 2 2 2 100 |2 0 4 50%
01 0 Kapasitas Lembaga lembag | lembaga | lembaga |lembaga | % lembaga | lembag | lembaga
3 Lembaga Kemasyarakata | a kemasya | kemasya | kemasya kemasya | a kemasy
Kemasyarakatan |n kemasy | rakatan | rakatan | rakatan rakatan | kemasy | arakata
yang arakata arakata | n
Ditingkatkan n n

Kapasitasnya
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7 2, Fasilitasi Jumlah 4 1 1 1 100 |1 0 2 S50%
01 0 Pengembangan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
3 Usaha Ekonomi Fasilitasi
Masyarakat Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyaraka
7. 2, Fasilitasi Jumlah 3 0 1 1 100 |1 0 1 33%
01 0 Pemanfaatan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
3 Teknologi Tepat Fasilitasi
Guna Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Gun
7: 2, Pemberdayaan Persentase 200% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
01 0 dan Keluarga yang
6 Kesejahteraan terfasilitasi
Keluarga Tingkat
Kecamatan dan
Kelurahan
7: 2, Pembentukan Jumlah 100 0 0 0 0% S50 0 0 0%
01 0 dan Penumbuhan | Keluarga yang keluarg | keluarga | keluarga | keluarga keluarga | keluarg | keluarg
6 Karakter Mengikuti a a a
Keluarga Melalui | Pembentukan
Peningkatan dan
Kesadaran Penumbuhan
Masyarakat akan | Karakter
Pentingnya Keluarga
Penghayatan dan | Melalui
Pengamalan Peningkatan
Pancasila dalam Kesadaran
Semua Aspek Masyarakat
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Kehidupan akan
Bermasyarakat, Pentingnya
Berbangsa, dan Penghayatan
Bernegara dan
Pengamalan
Pancasila
dalam Semua
Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara
7: 2, Peningkatan Jumlah 100 0 0 0 0% S0 0 0 0%
01 0 Ketahanan Keluarga yang keluarg | keluarga | keluarga | keluarga keluarga | keluarg | keluarg
6 Pangan Keluarga | Mengikuti a a a
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Keluarga
7: 2, Penumbuhan Jumlah 100 0 0 0 0% S50 0 0 0%
01 0 Kesadaran Keluarga yang keluarg | keluarga | keluarga | keluarga keluarga | keluarg | keluarg
6 Keluarga dalam MengikutPenu | a a a
Peningkatan mbuhan
Derajat Kesadaran
Kesehatan Keluarga dalam
Keluarga dan Peningkatan
Lingkungan Derajat
dengan Kesehatan
Menerapkan Keluarga dan
Perilaku Hidup Lingkungan
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Bersih dan Sehat

Dengan
Menerapkan
Perilaku Hidup
Bersih dan

Sehat
7: 2, | 8 | Penumbuhan Jumlah 100 0 0 0 0% 50 0 0 0%
01 0 Kesadaran Keluarga yang | keluarg | keluarga | keluarga | keluarga keluarga | keluarg | keluarg
6 Keluarga dalam Mengikuti a a a
Peningkatan Penumbuhan
Taraf Hidup Kesadaran
Keluarga Melalui | Keluarga dalam
Kehidupan Peningkatan
Berkoperasi dan | Taraf Hidup
Pengembangan Keluarga
Ekonomi Lainnya | melalui
Kehidupan
Berkoperasi
dan
Pengembangan
Ekonomi
Lainnya
7: 2, | 10 | Pelatihan Jumlah 100 0 0 0 0% 50 0 0 0%
01 0 Keluarga Tanggap | Keluarga yang keluarg | keluarga | keluarga | keluarga keluarga | keluarg | keluarg
6 Bencana Alam Mengikuti a a a
Pelatihan
Keluarga
Tanggap

Bencana Alam
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7 2, | 11 | Pelatihan Jumlah 100 0 0 0 0% 50 0 0 0%
01 0 Keluarga Tanggap | Keluarga yang keluarg | keluarga | keluarga | keluarga keluarga | keluarg | keluarg
6 Bencana Rumah | Mengikuti a a a
Tangga Pelatihan
Keluarga
Tanggap
Bencana
Rumah Tangga
7: 0 |0 | PROGRAM Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 KOORDINASI penegakan %
KETENTRAMAN perda yang
DAN berkaitan
KETERTIBAN dengan
UMUM ketentraman
dan ketertiban
umum
7: 2, | 0 | Koordinasi Upaya | Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 0] Penyelenggaraan | Koordinasi %
1 Ketenteraman Upaya
dan Ketertiban Penyelenggaraa
Umum n Ketenteraman
dan
Ketertiban
Umum
7: 2, | 1 | Sinergitas dengan | Jumlah 3 0 1 1 100 |1 0 1 33%
01 0 Kepolisian Negara | Laporan Hasil laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
1 Republik Sinergitas
Indonesia, dengan
Tentara Nasional | Kepolisian

Indonesia dan

Negara
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Instansi Vertikal | Republik
di Wilayah Indonesia,
Kecamatan Tentara
Nasional
Indonesia dan
Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
7 2, Harmonisasi Jumlah 3 0 1 1 100 |1 0 1 33%
01 0 Hubungan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
1 dengan Tokoh Pelaksanaan
Agama dan Tokoh | Harmonisasi
Masyarakat Hubungan
dengan
Tokoh Agama
dan Tokoh
Masyaraka
7: 2, Koordinasi Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 0% 300% 60%
01 0 Penerapan dan Koordinasi %
2 Penegakan Penerapan dan
Peraturan Daerah | Penegakan
dan Peraturan Peraturan
Kepala Daerah Daerah dan
Peraturan

Kepala Daerah
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7: 2, Koordinasi/Siner | Jumlah 4 1 1 1 100 |1 0 2 50%
01 0 gi Dengan Laporan laporan | laporan |laporan |laporan | % laporan | laporan | laporan
2 Perangkat Daerah | Koordinasi/Sin
yang Tugas ergi
dan Fungsinya di | dengan
Bidang Perangkat
Penegakan Daerah yang
Peraturan Tugas
Perundang- dan Fungsinya
Undangan di Bidang
dan/atau Penegakan
Kepolisian Negara | Peraturan
Republik Perundang-
Indonesia Undangan
dan/atau
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
7: 0 PROGRAM Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 PENYELENGGAR | capaian %
AAN keberhasilan
URUSAN urusan
PEMERINTAHAN | pemerintahan
UMUM umum yang
ditugaskan
kepala daerah
7: 2, Penyelenggaraan | Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0 Urusan Pelaksanaan %
1 Pemerintahan Kegiatan
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Umum sesuai
Penugasan
Kepala Daerah

Urusan
Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan
Kepala Daerah

7: 2, Jumlah Orang | 600 150 150 150 100 | 150 0 orang | 300 S50%
01 0 Fasilitasi, yang Mengikuti | orang orang orang orang % orang orang
1 Koordinasi dan Fasilitasi,
Pembinaan Koordinasi dan
(Bimtek, Pembinaan
Sosialisasi, (Bimtek,
Konsultasi) Sosialisasi,
Wawasan Konsultasi)
Kebangsaan dan | Wawasan
Ketahanan Kebangsaan
Nasional dan Ketahanan
Nasional
7: 2, Pembinaan Jumlah Orang | 200 S0 50 50 100 | 50 20 120 60%
01 0 Kerukunan yang Mengikuti | orang orang orang orang % orang orang orang
1 Antarsuku dan Pembinaan
Intrasuku, Umat | Kerukunan

Beragama, Ras,
dan Golongan
Lainnya Guna
Mewujudkan
Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan
Nasional

Antar Suku dan
Intra Suku ,
Umat
Beragama, Ras,
dan

Golongan
Lainnya Guna
Mewujudkan
Stabilitas
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Keamanan
Lokal, Regional,
dan Nasiona

7 2, Pelaksanaan Jumlah 10 1 1 1 100 | 4 0 2 20%
01 0 Tugas Forum Dokumen dokum | dokume | dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 Koordinasi Tugas Forum en n n n n en n
Pimpinan di Koordinasi
Kecamatan Pimpinan di
Kecamatan
7: 0 PROGRAM Persentase desa | 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 PEMBINAAN DAN | yang dibina %
PENGAWASAN dan
PEMERINTAHAN | diawasi
DESA
7 2, Fasilitasi, Persentase 500% 200% 100% 100% 100 | 100% 25% 325% 65%
01 0 Rekomendasi Desa yang %
1 danKoordinasi dibina
Pembinaan
danPengawasan
PemerintahanDes
a
7 2, Fasilitasi Jumlah 6 1 1 1 100 |2 0 2 33%
01 0 Administrasi Tata | Dokumen yang | dokum |dokume | dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 Pemerintahan Difasilitasi en n n n n en n
Desa dalam rangka
Administrasi
Tata

Pemerintahan
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Desa
7: 2, Fasilitasi Jumlah 6 1 1 1 100 |2 0 2 33%
01 0] Pengelolaan Dokumen yang | dokum | dokume | dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 Keuangan Desa Difasilitasi en n n n n en n
dan dalam rangka
Pendayagunaan Pengelolaan
Aset Desa Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan
Aset Desa
7: 2, Fasilitasi Jumlah 6 1 1 1 100 |2 2 4 66%
01 0 Sinkronisasi Dokumen dokum | dokume | dokume | dokume | % dokume | dokum | dokume
1 Perencanaan Sinkronisasi en n n n n en n
Pembangunan Perencanaan
Daerah dengan Pembangunan
Pembangunan Daerah
Desa dengan
Pembangunan

Desa
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TC-29 merupakan tabel rekapitulasi hasil capaian perencanaan kerja dan
pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan
bahwa rata-rata capaian kinerja telah mencapai target pada akhir periode renstra.
Setelah dilakukan analisis pada penyusunan renstra perubahan, terdapat
perubahan target capaian pada indikator sasaran strategis “Persentase Desa
Beradministrasi Baik”. Hal ini dikarenakan indikator tersebut sudah tidak relevan
untuk dijadikan indikator sasaran strategis.

Relevansi penetapan indikator sasaran strategis kaitan penyelenggaraan
pemerintahan desa dinilai dari tugas dan fungsi Kecamatan terhadap pelaksanaan
pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk
Kecamatan dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dirumuskan pada perubahan
rencana strategis Kecamatan Arjasari Tahun 2021-2026, pada pelaksanaan
urusan peningkatan kualitas pemerintahan desa terdapat masalah pokok yang
terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasari yaitu belum
optimalnya pengukuran keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan evaluasi
tugas dan fungsi desa dari berbagai aspek. Untuk itu dibutuhkan indikator
pengukur kinerja yang komerhensif terhadap ketiga tujuan pembentukan
kecamatan terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Maka
ditetapkanlah Indikator “Jumlah Desa Cepat Berkembang” sebagai pengganti
indikator “Persentase Desa Beradministrasi Baik”

Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dipilih sebagai implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan. Indikator tersebut merupakan alat ukur dari
capaian hasil perkembangan sebuah desa serta mengetahui efektivitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pada tiga bidang yaitu
bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan. Dari
pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indikator Jumlah Desa
Cepat Berkembang dapat dijadikan ukuran yang objektif dalam mengukur dan

mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Arjasari.
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Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjasari

Kecamatan Arjasari berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun
rincian tugas pokok Kecamatan Arjasari yaitu memimpin, merumuskan,
mengkoordinasikan, melaksanakan dan = mengendalikan tugas umum
pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Arjasari.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Arjasari
dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat
daerah kewilayahan yaitu:

a) Perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan
pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan
ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

b) Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas
bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan
ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

c) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

d) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
kecamatan;

Selain empat fungsi tersebut, Kecamatan Arjasari melaksanakan
pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk dilakukan
berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan
kebutuhan Kecamatan Arjasari. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan
melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor 137 /Kep.769-TAPEM /2023 tentang
pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2.4 Jenis Kewenangan yang dilimpahkan Kepada Kecamatan

Urusan Jenis Kewenangan yang Dillimpahkan

Pendidikan 1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
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pendidikan kesetaraan
2. Monitoring dan Fasilitasi Kelayakan sarana dan
prasarana dasar di

pendidikan wilayah

Kecamatan

Kesehatan

3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan
masyarakat tingkat kecamatan

4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan

Poskesdes, dan

prasarana Puskesmas,

Puskesmas Pembantu di Wilayah Kecamatan

Ketentraman dan

Ketertiban Umum Serta

S. Fasilitasi  pencegahan dan  kesiapsiagaan

terhadap bencana

Perlindungan

Masyarakat

Sosial 6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan
dasar mendesak masyarakat pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial (PPKS)

Pemberdayaan 7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi

Perempuan dan perempuan tingkat kecamatan

Perlindungan Anak

8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
perlindungan terhadap perempuan dan anak dari

tindak kekerasan

Pertanahan

9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah

untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Lingkungan Hidup

10.Pengelolaan sampah skala Kecamatan

11.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Skala
Kecamatan

12.Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya
lingkungan

13.Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup

Administrasi
Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

14.Monitoring dan  Fasilitasi Penyelenggaraan

layanan dan kelayakan sarana prasarana yang
dalam dokumen

digunakan pelayanan

kependudukan dan catatan sipil

Pemberdayaan

15.Peresmian anggota Badan Pemusyawaratan Desa,
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masyarakat dan desa

Peresmian  pemberhentian anggota  Badan
Pemusyawaratan Desa, Memandu pengucapan
serta penandatanganan berita acara sumpah
janji anggota Badan Permusyawaratan Desa,
Evaluasi Rancangan peraturan desa, Klarifikasi

Peraturan Desa

Komunikasi dan

Informatika

16.Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses
jaringan internet lingkungan kantor kecamatan,
Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah

kecamatan

Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah

17.Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM
Skala Kecamatan
18.Promosi UMKM skala

produk  unggulan

Kecamatan

Penanaman Modal

19.Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor
Induk Berusaha (NIB)
20.Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai

perizinan yang diterbitkan di wilayah Kecamatan

Kepemudaan dan

Olahraga

21.Pembinaan Keolahragaan tingkat kecamatan

22.Pembinaan Kepemudaan tingkat Kecamatan

Kebudayaan

23.Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
24 .Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya

tingkat Kecamatan

Pariwisata

25.Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat
kecamatan sebagai destinasi wisata

26.Fasilitasi pengembangan desa wisata dan
kampung wisata

27.Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata

skala kecamatan

Pertanian

28.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan

prasarana pertanian

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diukur dari

pencapaian sasaran strategis dengan dua indikator kinerja utama (IKU). IKU

ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen




kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja

yang digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja Tahunan. Indikator

Kinerja untuk Tahun 2025 digambarkan pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasari Tahun 2025

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Utama
1 | Meningkatnya Kualitas | Meningkatnya kualitas | Nilai Indeks
Pelayanan Publik pelayanan publik dan | Kepuasan
tata kelola | Masyarakat (IKM)
pemerintahan
2 | Meningkatnya Kualitas | Meningkatnya Kualitas | Jumlah Desa

Pelayanan Publik

Pemerintahan Desa

Cepat Berkembang

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Bandung.

Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja, Kecamatan Arjasari

telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara

Camat Arjasari dengan Bupati Bandung. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan

Arjasari tersaji dalam tabel 2.6
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Tabel 2.6 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung

No

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun
2023
(n-2)

Tahun Tahun
2024 2025
(n-1) (n)

Tahun
2026
(n+1)

Tahun Tahun
2023 2024
(n-2) (n-1)

Tahun Tahun
2025 2026
(n) (n+1)

Catatan Analisis

Nilai AKIP

66 poin

73

poin 74 poin

75
poin

72,80
poin

75,35
poin

76 poin 77 poin

Pencapaian ini merupakan hasil
dari

kerjasama dan sinergitas antara
pimpinan dan bawahan dalam
mengimplementasikan
akuntabilitas kinerja baik pada
bidang sektoral

maupun pada bidang
kesekretariatan,

berdasarkan hasil evaluasi
inspektorat

terhadap implementasi SAKIP
Kecamatan Arjasari.

Pencapaian nilai AKIP Kecamatan
Arjasari masih terdapat
kekurangan untuk diperbaiki,
seperti pada capaian pengukuran
kinerja yang masih belum optimal.

Persentase
BMD/Aset
dalam Kondisi
Baik

65%

70% 71%

72%

75,10% | 75,10%

71% 72%

Terdapat beberapa permasalahan
umum yang ditemukan pada
pengelolaan BMD di Kecamatan
Arjasari yaitu

1. Penertiban aset agar prosedur
penghapusan barang dalam
kondisi rusak dapat ditempuh.

2. Pendataan BMD secara
keseluruhan dengan menggunakan
teknologi informasi sebagai sarana
pendataan aset

Selain permasalahan-permaslahan
tersebut diatas, penurunan
tersebut juga disebabkan belum
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dilakukannya penghapusan barang
yang telah habis

Indek Kepuasan
Masyarakat

84 poin

84,3
poin

84,5
poin

84,7
poin

84,01
poin

84,01
poin

84,5
poin

84,7
poin

IKU Kecamatan Arjasari

Pada tahun 2023, Kecamatan
Arjasari memperoleh nilai IKM
sebesar 84,01 poin,atau tercapai
sebesar 100,01%. Meskipun
capaian melebihi target yang telah
ditetapkan, terdapat perbaikan-
perbaikan yang harus dilakukan
seperti unsur sarana dan pra
sarana, waktu pelayanan, serta
tidak adanya kotak kritik dan
saran untuk mewadahi keluhan
masyarakat

Jumlah Desa
Cepat
Berkembang

1 Desa

2 Desa

3 Desa

2 Desa

3 Desa

IKU Kecamatan Arjasari

Berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan terhadap capaian
persentase desa beradministrasi
baik, sebagai upaya penyelarasan
pengukuran kinerja, Kecamatan
Arjasari melakukan perubahan
indikator “persentase desa
beradministrasi baik” menjadi
“jumlah desa cepat berkembang”
pada perubahan rencana strategis
tahun 2021-2026. Perubahan
tersebut didasari dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12
tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 9 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bandung 2021 -2026.
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2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Arjasari telah berjalan sesuai dengan
Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari
monitoring dan evaluasi intern telah dilaksanakan rapat koordinasi setiap
bulannya untuk memastikan capaian kinerja dan mengatasi atau
merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko
pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Selain kegiatan
tersebut di atas, Kecamatan Arjasari juga telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan program- program prioritas Bupati Bandung,
yakni: rembug stunting, fasilitasi penyaluran bantuan bagi warga miskin dan

operasi Pasar Murah dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim

2.3.1 Hal - hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada
Camat Arjasari berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor
137/KEP.769-TAPEM /2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, dimana dalam
pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi. Untuk pelaksanaan kewenangan Kecamatan Arjasari yang
tertuang dalan Renja yang merupakan urusan wajib adalah kesehatan,
lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, koperasi dan usaha kecil
menengah, Administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, pariwisata,
kebudayaan,dan pertanahan..

b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain

1. Memberikan rekomendasi terhadap proposal ataupun pelayanan lainnya

2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan
lainnya)

3. Melaksanakan Program Kewilayan

4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan

Pelayanan
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S. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui
tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi
dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan
Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan
untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya
program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu

anggarannya.

Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan, Kecamatan  Arjasari
mengidentifikasi beberapa permasalahan di beberapa bidang, diantaranya

adalah :

1. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur

Belumoptimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di

lingkungan masyarakat

3. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah

4. Belum maksimalnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial

S. Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang

ada di Kecamatan Arjasari masih kurang.
Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian

urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal.

Melihat permasalahan di atas, Kecamatan Arjasari melakukan upaya penanganan,

antara lain:

1.

Mengajukan permohonan penambahan sumber daya aparatur serta

mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada

. Memaksimalkan kerjasama dengan aparat keamanan terutama dengan polsek

dan koramil

. Sosialisasi penanganan masalah sampah ke masyarakat serta perbaikan

manajemen bagi pengelolaan sampah di Kecamatan Arjasari

4. Meningkatkan kegiatan Jumsih, pelaksanaan BBGRM

S. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran

kegiatan kecamatan
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6. Memaksimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dengan
mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Hambatan :
a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b. Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar

dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan
Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan
hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi
intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila
ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan
memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga
program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian

permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan yang komperhensif

2.3.4 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan,
Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu
disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar
kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan
peluang yang ada
A. Kekuatan
1) Adanya dukungan anggaran
2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum
dapat melayani dengan baik
3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
4) sinergitas dan soliditas aparatur
B. Kelemahan
1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana
dan prasarana baru
2) Kapasitas SDM Aparatur
3) Tidak adanya sarana publik yang memadai (RTH)
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Tantangan
1) Internal
a. SDM Aparatur yang masih perlu adanya peningkatan
kuantitas dalam rangka peningkatan pelayanan prima

b. penunjang kerja yang perlu perbaikan dan peningkatan

2) Eksternal

a. masih rendahnya tingkat pemahaman Masyarakat
terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan

b. rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan
Sistem Keamanan Lingkungan

c. Rendahnya masyarakat dalam menciptakan Lingkungan
yang bersih dan Sehat

d. Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati
kecamatan yang perlu pembaharuan disesuaikan dengan

potensi masing-masing Kecamatan

Peluang

1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan
Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang
berlaku

2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan
(KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)

3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

2.3.5 Formulasi isu - isu penting

Formulasi isu — isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan,

Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk

memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program

dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

1)
2)

Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur

Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan
ketertiban di lingkungan masyarakat

Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah

Belum maksimalnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial
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S) Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang
ada di Kecamatan Arjasari masih kurang.
6) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian

urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1 Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana Rencana Kerja Tahun yang
direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi
kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya
dengan acuan rancangan RKPD dan melakukan penelaahan terhadap

Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan.

2.4.2 Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan
Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada,
maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara
keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu
yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi

pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan

2.4.3 Temuan-temuan dan catatan penting setelah analisis kebutuhan
Setelah dilaksanakan analisis kebutuhan, maka terdapat
perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Hal itu dikarenakan penyesuaian
program kegiatan terutama kaitan dengan prioritas program Bupati Bandung.
Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil

analisis kebutuhan dapat disampaikan, sebagai berikut
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Tabel 2.7 Tabel T-C 31. Review Terhadap RKPD tahun 2025
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025
N
Target Teati Target Catatan Penting
o Program/Kegiatan LOI.{ Indikator Kinerja Capaia Pagu Indikatif Program/Kegiatan LOI.{ Indikator Kinerja Capaia kebutuhan
asi n (Rp) asi n Dana (Rp)
KECAMATAN KECAMATAN
PROGRAM Kec. | Nilai AKIP PROGRAM Kec. | Nilai AKIP
PENUNJANG Arja 76 PENUNJANG Arja 76
URUSAN sari URUSAN sari 4.983.228.94
PEMERINTAHAN 4.795.498.100 PEMERINTAHAN 2
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Kec. | Persentase Dokumen 100 Perencanaan, Kec. | Persentase Dokumen 100
Penganggaran, dan Arja | Perencanaan, Penganggaran, dan Arja | Perencanaan,
Evaluasi Kinerja sari | Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sari | Penganggaran dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 41.000.000 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 40.145.900
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
yang disusun sesuai yang disusun sesuai
ketentuan dan tepat ketentuan dan tepat
waktu waktu
Penyusunan Kec. | Jumlah Dokumen 2 Penyusunan Kec. | Jumlah Dokumen 2
Dokumen Arja | Perencanaan Dokume Dokumen Arja | Perencanaan Dokume
Perencanaan sari Perangkat Daerah n 10.000.000,00 Perencanaan sari Perangkat Daerah n 10.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Kec. | Jumlah Dokumen 2 Koordinasi dan Kec. | Jumlah Dokumen 2
Penyusunan Arja | RKA-SKPD dan Dokume Penyusunan Arja | RKA-SKPD dan Dokume
Dokumen RKA- sari | Laporan Hasil n Dokumen RKA- sari | Laporan Hasil n
SKPD Koordinasi 5:000.000 SKPD Koordinasi 5:000.000
Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Kec. | Jumlah Dokumen 2 Koordinasi dan Kec. | Jumlah Dokumen 2
Penyusunan DPA- Arja | DPA-SKPD dan Dokume Penyusunan DPA- Arja | DPA-SKPD dan Dokume
SKPD sari Laporgn Hasﬂ n 2.000.000 SKPD sari Laporgn Hasﬂ n 2.000.000
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD
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Koordinasi dan Kec. | Jumlah Laporan 5 Koordinasi dan Kec. | Jumlah Laporan 5
Penyusunan Laporan Arja | Capaian Kinerja dan Laporan Penyusunan Laporan Arja | Capaian Kinerja dan Laporan
Capaian Kinerja dan sari | Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan sari | Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Lapore.m Hasil 20.000.000,00 Kinerja SKPD Laporgn Hasil 20.000.000,00
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Penyelenggaraan Kec. | Jumlah Dokumen 1 Penyelenggaraan Kec. | Jumlah Dokumen 1
Walidata Pendukung Arja | Hasil Dokume Walidata Pendukung Arja | Hasil Dokume
Statistik Sektoral sari | Penyelenggaraan n Statistik Sektoral sari | Penyelenggaraan n
Daerah Walidata Pendukung 2.000.000 Daerah Walidata Pendukung 2.000.000
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
Daerah Daerah
Pelaksanaan Kec. | Jumlah Data Statistik 1 Data Pelaksanaan Kec. | Jumlah Data Statistik 2 Data
Pengumpulan Data Arja | Sektoral Daerah yang Pengumpulan Data Arja | Sektoral Daerah yang
Statistik Sektoral sari | Telah Dikgmpulkan 2.000.000 Statistik Sektoral sari | Telah Dikgmpulkan 1.145.900
Daerah dan Diperiksa Daerah dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Lingkup Perangkat
Daerah Daerah
Administrasi Kec. | Persentase Dokumen 100% Administrasi Kec. | Persentase Dokumen 100%
Keuangan Perangkat Arja | pelaksanaan Keuangan Perangkat Arja | pelaksanaan 4.215.054.08
Daerah sari | Administrasi 4.026.038.100 | Daerah sari | Administrasi : '7 :
Keuangan yang tepat Keuangan yang tepat
waktu waktu
Penyediaan Gaji dan Kec. | Jumlah Orang yang 18 Penyediaan Gaji dan Kec. | Jumlah Orang yang 18
Tunjangan ASN Arjg Men.erima Gaji dan Orang / 4.022.038.100 Tunjangan ASN Arja} Men.erima Gaji dan Orang / 4.211.054.087
sari | Tunjangan ASN 12 sari | Tunjangan ASN 12
Bulan Bulan
Koordinasi dan Kec. | Jumlah Laporan 1 Koordinasi dan Kec. | Jumlah Laporan 1
Penyusunan Laporan Arja | Keuangan Akhir Laporan Penyusunan Laporan Arja | Keuangan Akhir Laporan
Keuangan Akhir sari | Tahun SKPD dan Keuangan Akhir sari | Tahun SKPD dan
Tahun SKPD Laporgn Hasil 2.000.000 Tahun SKPD Lapor:?m Hasil 2.000.000
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
Koordinasi dan Kec. | Jumlah Laporan 4 Koordinasi dan Kec. | Jumlah Laporan 4
Penyusunan Laporan Arja | Keuangan Bulanan/ Laporan Penyusunan Laporan Arja | Keuangan Bulanan/ Laporan
Keuangan sari | Triwulanan/ Keuangan sari | Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 2.000.000 Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 2.000.000

Semesteran SKPD

Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan

Bulanan /Triwulanan/

Semesteran SKPD

Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan

Bulanan /Triwulanan/




Semesteran SKPD

Semesteran SKPD

Administrasi Barang | Kec. | Persentase 100% Administrasi Barang | Kec. | Persentase 100%
Milik Daerah pada Arja | Pemenuhan Milik Daerah pada Arja | Pemenuhan
Perangkat Daerah sari | Dokumen 10.000.000 Perangkat Daerah sari | Dokumen 3.200.000
Administrasi BMD Administrasi BMD
sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Rekonsiliasi dan Kec. | Jumlah Laporan 1 Rekonsiliasi dan Kec. | Jumlah Laporan 1
Penyusunan Laporan Arja | Rekonsiliasi dan Lapor Penyusunan Laporan Arja | Rekonsiliasi dan Lapor
Barang Milik Daerah sari | Penyusunan Laporan 10.000.000 Barang Milik Daerah sari | Penyusunan Laporan 3.200.000
pada SKPD Barang Milik an pada SKPD Barang Milik an
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Administrasi Kec. | persentase dokumen 100% Administrasi Kec. | persentase dokumen 100%
Kepegawaian Arja | pelaksanaan Kepegawaian Arja | pelaksanaan
Perangkat Daerah sari admlmstr.ast 60.000.000 Perangkat Daerah sari admlmstr‘asn 33.140.000
kepegawaian kepegawaian
perangkat daerah perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Kec. | Jumlah Paket Pakaian 18 Pengadaan Pakaian Kec. | Jumlah Paket Pakaian 18
Dinas Arja | Dinas Paket Dinas Arja | Dinas Paket
Beserta Atribut sari | beserta Atribut Beserta Atribut sari | beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan 20.000.000 Kelengkapannya Kelengkapan 7.000.000
Sosialisasi Peraturan Kec. | Jumlah Orang 23 Sosialisasi Peraturan Kec. | Jumlah Orang 23
Perundang-Undangan Arja | yang Mengikuti orang Perundang-Undangan Arja | yang Mengikuti orang
sari | Sosialisasi sari | Sosialisasi
Peraturan Perundang- 20.000.000 Peraturan Perundang- 13.070.000
Undangan Undangan
Bimbingan Teknis Kec. | Jumlah Orang yang 23 Bimbingan Teknis Kec. | Jumlah Orang yang 23
Implementasi Arja | Mengikuti Bimbingan orang Implementasi Arja | Mengikuti Bimbingan orang
Peraturan Perundang- sari | Teknis Implementasi 20.000.000 Peraturan Perundang- sari | Teknis Implementasi 13.070.000
Undangan Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
Administrasi Umum Kec. | Persentase Dokumen 100% Administrasi Umum Kec. | Persentase Dokumen 100%
Perangkat Daerah Arja | pemenuhan Perangkat Daerah Arja | pemenuhan
sari | Pelayanan 220.000.000 sari | Pelayanan 226.800.000

Administrasi Umum
Kantor

Administrasi Umum
Kantor
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Penyediaan Kec. | Jumlah Paket 3 Paket Penyediaan Kec. | Jumlah Paket 3 Paket
Komponen Instalasi Arja | Komponen Instalasi Komponen Instalasi Arja | Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan sari | Listrik/Penerangan 4.000.000,00 Listrik/Penerangan sari | Listrik/Penerangan 4.000.000,00
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Kec. | Jumlah Paket 12 Penyediaan Peralatan Kec. | Jumlah Paket 12
dan Perlengkapan Arja | Peralatan dan Paket dan Perlengkapan Arja | Peralatan dan Paket
Kantor sari | Perlengkapan Kantor 150.000.000 Kantor sari | Perlengkapan Kantor 150.000.000
yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Kec. | Jumlah Paket 12 Penyediaan Peralatan Kec. | Jumlah Paket 12
Rumah Tangga Arja | Peralatan Rumah Paket Rumah Tangga Arja | Peralatan Rumah Paket
sari | Tangga yang sari | Tangga yang
Disediakan 7.000.000,00 Disediakan 7.000.000,00
Penyediaan Bahan Kec. | Jumlah Paket Bahan 12 Penyediaan Bahan Kec. | Jumlah Paket Bahan 12
Logistik Kantor Arja | Logistik Kantor yang Paket Logistik Kantor Arja | Logistik Kantor yang Paket
sari | Disediakan 8.000.000,00 sari | Disediakan 3.000.000,00
Penyediaan Barang Kec. | Jumlah Paket Barang 5 Paket Penyediaan Barang Kec. | Jumlah Paket Barang 5 Paket
Cetakan dan Arja | Cetakan dan Cetakan dan Arja | Cetakan dan
Penggandaan sari | Penggandaan yang 2.000.000,00 Penggandaan sari | Penggandaan yang 2.000.000,00
Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Kec. | Jumlah Dokumen 12 Penyediaan Bahan Kec. | Jumlah Dokumen 12
Bacaan dan Peraturan | Arja | Bahan Bacaan dan Dokume Bacaan dan Peraturan | Arja | Bahan Bacaan dan Dokume
Perundang-undangan sari | Peraturan Perundang- n Perundang-undangan sari | Peraturan Perundang- n
Undangan yang 4.000.000,00 Undangan yang 4.000.000,00
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Kec. | Jumlah Laporan 12 Penyelenggaraan Kec. | Jumlah Laporan 12
Rapat Koordinasi dan Arja | Penyelenggaraan Laporan Rapat Koordinasi dan Arja | Penyelenggaraan Laporan
Konsultasi Ke Dalam sari | Rapat Koordinasi dan 45.000.000,00 Konsultasi Ke Dalam sari | Rapat Koordinasi dan 51.800.000,00
Daerah Konsultasi SKPD Daerah Konsultasi SKPD
Fasilitasi Kunjungan Kec. | Jumlah Laporan 1 Fasilitasi Kunjungan Kec. | Jumlah Laporan 1
Tamu Arja | Fasilitasi Kunjungan Laporan 5.000.000 Tamu Arja | Fasilitasi Kunjungan Laporan 5.000.000
sari | Tamu ’ ’ sari | Tamu ’ ’
Pengadaan Barang Kec. | Persentase dokumen 100% Pengadaan Barang Kec. | Persentase dokumen 100%
Milik Daerah Arja | pelayanan Milik Daerah Arja | pelayanan
Penunjang sari | Pengadaan Barang 25.000.000 Penunjang sari | Pengadaan Barang 25.000.000

Urusan Pemerintah
Daerah

Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah
Daerah

Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
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Pengadaan Kendaraan | Kec. | Jumlah Unit 1 Unit Pengadaan Kendaraan | Kec. | Jumlah Unit 0 Unit
Perorangan Dinas Arja | Kendaraan Perorangan Dinas Arja | Kendaraan
atau Kendaraan sari | Perorangan Dinas 0 atau Kendaraan sari | Perorangan Dinas 0
Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan yang
Disediakan Disediakan
Pengadaan Mebel Kec. | Jumlah Paket Mebel 1 Paket Pengadaan Mebel Kec. | Jumlah Paket Mebel 3 Paket
Arja | yang Disediakan Arja | yang Disediakan
sari 25.000.000 sari 25.000.000
Pengadaan Peralatan Kec. | Jumlah Unit 1 Unit Pengadaan Peralatan Kec. | Jumlah Unit 0 Unit
dan Mesin Lainnya Arja | Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya Arja | Peralatan dan Mesin
sari | Lainnya yang 0 sari | Lainnya yang 0
Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Kec. | Persentase laporan 100% Penyediaan Jasa Kec. | Persentase laporan 100%
Penunjang Urusan Arja | penyediaan Jasa Penunjang Urusan Arja | penyediaan Jasa
Pemerintahan sari | Penunjang Urusan 286.460.000 Pemerintahan sari | Penunjang Urusan 322.971.985
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Laporan 4 Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Laporan 4
Surat Menyurat Arja | Penyediaan Jasa Laporan Surat Menyurat Arja | Penyediaan Jasa Laporan
sari | Surat Menyurat 2.000.000 sari | Surat Menyurat 2.000.000
Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Laporan 12 Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Laporan 12
Komunikasi, Sumber Arja | Penyediaan Jasa Laporan Komunikasi, Sumber Arja | Penyediaan Jasa Laporan
Daya Air dan Listrik sari | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sari | Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 Daya Air dan Listrik 15.811.985,00
yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Laporan 12 Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Laporan 12
Pelayanan Umum Arja | Penyediaan Jasa Laporan Pelayanan Umum Arja | Penyediaan Jasa Laporan
Kantor sari | Pelayanan Umum 248.460.000,0 | Kantor sari | Pelayanan Umum 305.160.000,0
Kantor yang 0 Kantor yang 0
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang | Kec. | Persentase BMD 82% Pemeliharaan Barang | Kec. | Persentase BMD 100%
Milik Daerah Arja | dalam Kondisi Baik Milik Daerah Arja | dalam Kondisi Baik
Penunjang Urusan sari Penunjang Urusan sari
Pemerintahan 127.000.000 Pemerintahan 116.916.970
Daerah Daerah
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Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Kendaraan 10 unit Penyediaan Jasa Kec. | Jumlah Kendaraan 10 unit
Pemeliharaan, Biaya Arja | Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Arja | Perorangan Dinas
Pemeliharaan dan sari | atau Pemeliharaan dan sari | atau
Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas 70.000.000 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas 60.070.000
Perorangan Dinas Jabatan yang Perorangan Dinas Jabatan yang
atau Kendaraan Dipelihara dan atau Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Kec. | Jumlah Peralatan 2 unit Pemeliharaan Kec. | Jumlah Peralatan 2 unit
Peralatan dan Mesin Arja | dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Arja | dan Mesin Lainnya
Lainnya sari | yang Lainnya sari | yang
Dipelihara 2.000.000 Dipelihara 2.000.000
Pemeliharaan/Rehabil | Kec. | Jumlah Gedung 3 Pemeliharaan/Rehabil | Kec. | Jumlah Gedung 3
itasi Gedung Kantor Arja | Kantor dan Bangunan | Gedung itasi Gedung Kantor Arja | Kantor dan Bangunan | Gedung
dan Bangunan sari | Lainnya yang dan Bangunan sari | Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilit Lainnya Dipelihara/Direhabilit
asi asi
55.000.000 54.846.970
Jumlhah I | Kec. Jumlhah I | Kec.
Arja 4.795.498.100 Arja 4'983‘2228'94
sari sari
Kec. | Indek Kepuasan Kec. | Indek Kepuasan
Arja | Masyarakat (IKM) Arja | Masyarakat (IKM)
sari sari
PROGRAM Kec. | INDEKS KEPUASAN 84.5% PROGRAM Kec. | INDEKS KEPUASAN 84.5%
PENYELENGGARAAN | Arja | MASYARAKAT PENYELENGGARAAN | Arja | MASYARAKAT
PEMERINTAHAN sari 535.000.000 PEMERINTAHAN sari 425.913.433
DAN PELAYANAN DAN PELAYANAN
PUBLIK PUBLIK
Koordinasi Kec. | Persentase koordinasi 100% Koordinasi Kec. | Persentase koordinasi 0%
Penyelenggaraan Arja | Penyelenggaraan Penyelenggaraan Arja | Penyelenggaraan
Kegiatan sari | Kegiatan 0 Kegiatan sari | Kegiatan 0

Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan




58

Peningkatan Kec. | Jumlah Dokumen 1 Peningkatan Kec. | Jumlah Dokumen 0
Efektifitas Kegiatan Arja | Peningkatan Dokume Efektifitas Kegiatan Arja | Peningkatan Dokume
Pemerintahan di sari Efektifitas Kegiatan n 0 Pemerintahan di sari Efektifitas Kegiatan n 0
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Kec. | Persentase 100% Penyelenggaraan Kec. | Persentase 100%
Urusan Arja | Penyelenggaraan Urusan Arja | Penyelenggaraan
Pemerintahan yang sari | Urusan Pemerintahan yang sari | Urusan
tidak Dilaksanakan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Pemerintahan yang
oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan
Perangkat Daerah oleh Unit Kerja Perangkat Daerah oleh Unit Kerja
yang Ada di Perangkat Daerah 50.000.000 yang Ada di Perangkat Daerah 50.000.000
Kecamatan yang ada di Kecamatan yang ada di
Kecamatan guna Kecamatan guna
Mendukung Mendukung
Pelayanan Prima Pelayanan Prima
kepada Masyarakat kepada Masyarakat
di Kecamatan di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Kec. | Jumlah Laporan 1 Fasilitasi Percepatan Kec. | Jumlah Laporan 1
Pencapaian Standar Arja | Fasilitasi Laporan Pencapaian Standar Arja | Fasilitasi Laporan
Pelayanan Minimal di sari | Percepatan Pelayanan Minimal di sari | Percepatan
Wilayah Kecamatan Pencapaian Standar 25.000.000 Wilayah Kecamatan Pencapaian Standar 10.735.000
Pelayanan Minimal di Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Peningkatan Kec. | Jumlah Laporan 1 Peningkatan Kec. | Jumlah Laporan 1
Efektifitas Arja | Peningkatan Laporan Efektifitas Arja | Peningkatan Laporan
Pelaksanaan sari | Efektifitas Pelaksanaan sari | Efektifitas
Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan kepada Pelaksanaan
Masyarakat di Pelayanan kepada 25.000.000 Masyarakat di Pelayanan kepada 10.000.000
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Kec. | Persentase Urusan 100% Pelaksanaan Urusan Kec. | Persentase Urusan 100%
Pemerintahan yang Arja | Pelimpahan kepada Pemerintahan yang Arja | Pelimpahan kepada
Dilimpahkan Kepada sari | Camat yang Dilimpahkan Kepada sari | Camat yang
Camat dilaksanakan Camat dilaksanakan
460.000.000 300.913.433
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Pelaksanaan Urusan Kec. | Jumlah Laporan 3 Pelaksanaan Urusan Kec. | Jumlah Laporan 3
Pemerintahan yang Arja | Pelaksanaan Laporan Pemerintahan yang Arja | Pelaksanaan Laporan
Terkait dengan sari | Kewenangan Lain Terkait dengan sari | Kewenangan Lain
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
yang Dilimpahkan 460.000.000 yang Dilimpahkan 300.913.433
Koordinasi Kec. | Persentase 100% Koordinasi Kec. | Persentase 100%
Pemeliharaan Arja | Koordinasi Pemeliharaan Arja | Koordinasi
Prasarana dan sari | Pemeliharaan 25.000.000 Prasarana dan sari | Pemeliharaan 25.000.000
Sarana Pelayanan Prasarana dan Sarana Pelayanan Prasarana dan
Umum Sarana Pelayanan Umum Sarana Pelayanan
Umum Umum
Koordinasi/Sinergi Kec. | Jumlah Dokumen 1 Koordinasi/Sinergi Kec. | Jumlah Dokumen 1
dengan Perangkat Arja | Koordinasi/Sinergi Dokume dengan Perangkat Arja | Koordinasi/Sinergi Dokume
Daerah dan/atau sari | dengan Perangkat n Daerah dan/atau sari | dengan Perangkat n
Instansi Vertikal yang Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Daerah dan/atau
terkait dalam Instansi Vertikal yang terkait dalam Instansi Vertikal yang
Pemeliharaan Sarana Terkait dalam 25.000.000 Pemeliharaan Sarana Terkait dalam 25.000.000
dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana
Pelayanan dan Prasarana Pelayanan dan Prasarana
Umum Pelayanan Umum Umum Pelayanan Umum
Kec. | Persentase Desa yang Kec. | Persentase Desa yang
Arja | beradministrasi baik Arja | beradministrasi baik
sari sari
PROGRAM Kec. | Persentase 100% PROGRAM Kec. | Persentase 100%
PEMBERDAYAAN Arja | masyarakat desa dan PEMBERDAYAAN Arja | masyarakat desa dan
MASYARAKAT DESA | sari | kelurahan yang 210.000.000 | MASYARAKAT DESA | sari | kelurahan yang 210.000.000
DAN KELURAHAN dibina DAN KELURAHAN dibina
Koordinasi Kegiatan Kec. | Persentase 100% Koordinasi Kegiatan Kec. | Persentase 100%
Pemberdayaan Desa Arja | koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa Arja | koordinasi kegiatan
sari | pemberdayaan desa 50.000.000 sari | pemberdayaan desa 50.000.000
Peningkatan Kec. | Jumlah Laporan 4 Peningkatan Kec. | Jumlah Laporan 4
Efektifitas Kegiatan Arja | Peningkatan Laporan Efektifitas Kegiatan Arja | Peningkatan Laporan
Pemberdayaan sari | Efektivitas Pemberdayaan sari | Efektivitas
Masyarakat di Kegiatan Masyarakat di Kegiatan
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan 50.000.000 Wilayah Kecamatan Pemberdayaan 50.000.000
Masyarakat di Masyarakat di
Wilayah Wilayah
Kecamatan Kecamatan
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Pemberdayaan Kec. persentase lembaga 100% Pemberdayaan Kec. persentase lembaga 100%
Lembaga Arja | kemasyarakatan Lembaga Arja | kemasyarakatan
Kemasyarakatan sari | yang terfasilitasi 70.000.000 Kemasyarakatan sari | yang terfasilitasi 70.000.000
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Peningkatan Kec. | Jumlah Lembaga 2 Peningkatan Kec. | Jumlah Lembaga 2
Kapasitas Lembaga Arja | Kemasyarakatan yang | Lembag Kapasitas Lembaga Arja | Kemasyarakatan yang | Lembag
Kemasyarakatan sari Dltmgkatkan a 30.000.000,00 Kemasyarakatan sari Dltlngkatkan a 30.000.000,00
Kapasitasnya Kemasy Kapasitasnya Kemasy
arakata arakata
n n
Fasilitasi Kec. | Jumlah Laporan 1 Fasilitasi Kec. | Jumlah Laporan 1
Pengembangan Usaha | Arja | Fasilitasi Laporan Pengembangan Usaha | Arja | Fasilitasi Laporan
Ekonomi Masyarakat sari | Pengembangan Usaha 30.000.000,00 Ekonomi Masyarakat sari | Pengembangan Usaha 30.000.000,00
Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Fasilitasi Kec. | Jumlah Laporan 1 Fasilitasi Kec. | Jumlah Laporan 1
Pemanfaatan Arja | Fasilitasi Laporan Pemanfaatan Arja | Fasilitasi Laporan
Teknologi Tepat Guna sari | Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sari | Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna 10.000.000 Teknologi Tepat Guna 10.000.000
Pemberdayaan dan Kec. | Persentase Keluarga 100 Pemberdayaan dan Kec. | Persentase Keluarga 100
Kesejahteraan Arja | yang terfasilitasi Kesejahteraan Arja | yang terfasilitasi
Keluarga Tingkat sari Keluarga Tingkat sari
Kecamatan dan 90.000.000 Kecamatan dan 90.000.000
Kelurahan Kelurahan
Pembentukan dan Kec. | Jumlah Keluarga 50 Pembentukan dan Kec. | Jumlah Keluarga 50
Penumbuhan Arja | yang Mengikuti Keluarg Penumbuhan Arja | yang Mengikuti Keluarg
Karakter Keluarga sari | Pembentukan dan a Karakter Keluarga sari | Pembentukan dan a
Melalui Peningkatan Penumbuhan Melalui Peningkatan Penumbuhan
Kesadaran Karakter Keluarga Kesadaran Karakter Keluarga
Masyarakat akan Melalui Peningkatan Masyarakat akan Melalui Peningkatan
Pentingnya Kesadaran Pentingnya Kesadaran
Penghayatan dan . Masyarakat akan 10.000.000 Penghayatan dan . Masyarakat akan 10.000.000
Pengamalan Pancasila Pentingnya Pengamalan Pancasila Pentingnya

dalam Semua Aspek

Penghayatan dan

dalam Semua Aspek

Kehidupan Pengamalan Pancasila Kehidupan
Bermasyarakat, dalam Semua Aspek Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Kehidupan Berbangsa, dan
Bernegara Bermasyarakat, Bernegara
Berbangsa, dan
Bernegara

Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila
dalam Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara
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Peningkatan Kec. | Jumlah Keluarga 50 Peningkatan Kec. | Jumlah Keluarga 50
Ketahanan Pangan Arja | yang Mengikuti Keluarg Ketahanan Pangan Arja | yang Mengikuti Keluarg
Keluarga sari | Peningkatan a Keluarga sari | Peningkatan a
Ketahanan Pangan 25.000.000 Ketahanan Pangan 25.000.000
Keluarga Keluarga
Penumbuhan Kec. | Jumlah Keluarga 50 Penumbuhan Kec. | Jumlah Keluarga 50
Kesadaran Keluarga Arja | yang Keluarg Kesadaran Keluarga Arja | yang Keluarg
dalam Peningkatan sari | MengikutPenumbuha a dalam Peningkatan sari | MengikutPenumbuha a
Derajat Kesehatan n Kesadaran Keluarga Derajat Kesehatan n Kesadaran Keluarga
Keluarga dan dalam Peningkatan Keluarga dan dalam Peningkatan
Lingkungan dengan Derajat Kesehatan 25.000.000 Lingkungan dengan Derajat Kesehatan 25.000.000
Menerapkan Perilaku Keluarga dan Menerapkan Perilaku Keluarga dan
Hidup Bersih dan Lingkungan Dengan Hidup Bersih dan Lingkungan Dengan
Sehat Menerapkan Perilaku Sehat Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Hidup Bersih dan
Sehat Sehat
Penumbuhan Kec. | Jumlah Keluarga 50 Penumbuhan Kec. | Jumlah Keluarga 50
Kesadaran Keluarga Arja | yang Mengikuti Keluarg Kesadaran Keluarga Arja | yang Mengikuti Keluarg
dalam Peningkatan sari | Penumbuhan a dalam Peningkatan sari | Penumbuhan a
Taraf Hidup Keluarga Kesadaran Keluarga Taraf Hidup Keluarga Kesadaran Keluarga
Melalui Kehidupan dalam Peningkatan Melalui Kehidupan dalam Peningkatan
Berkoperasi dan Taraf Hidup Keluarga 10.000.000 Berkoperasi dan Taraf Hidup Keluarga 10.000.000
Pengembangan melalui Kehidupan Pengembangan melalui Kehidupan
Ekonomi Lainnya Berkoperasi dan Ekonomi Lainnya Berkoperasi dan
Pengembangan Pengembangan
Ekonomi Lainnya Ekonomi Lainnya
Pelatihan Keluarga Kec. | Jumlah Keluarga 50 Pelatihan Keluarga Kec. | Jumlah Keluarga 50
Tanggap Bencana Arja | yang Mengikuti Keluarg Tanggap Bencana Arja | yang Mengikuti Keluarg
Alam sari | Pelatihan Keluarga a 10.000.000 Alam sari | Pelatihan Keluarga a 10.000.000
Tanggap Bencana Tanggap Bencana
Alam Alam
Pelatihan Keluarga Kec. | Jumlah Keluarga 50 Pelatihan Keluarga Kec. | Jumlah Keluarga 50
Tanggap Bencana Arja | yang Mengikuti Keluarg 10.000.000 Tanggap Bencana Arja | yang Mengikuti Keluarg 10.000.000
Rumah Tangga sari | Pelatihan Keluarga a ’ ’ Rumah Tangga sari | Pelatihan Keluarga a ’ ’
Tangga Tangga
Kec. | Indek Kepuasan Kec. | Indek Kepuasan
Arja | Masyarakat (IKM) Arja | Masyarakat (IKM)
sari sari
PROGRAM Kec. | Persentase 100% PROGRAM Kec. | Persentase 100%
KOORDINASI Arja | penegakan perda KOORDINASI Arja | penegakan perda
KETENTRAMAN DAN sari | yang berkaitan 52.235.000 KETENTRAMAN DAN sari | yang berkaitan 52.235.000

KETERTIBAN UMUM

dengan ketentraman
dan ketertiban
umum

KETERTIBAN UMUM

dengan ketentraman
dan ketertiban
umum
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Kordinasi Upaya Kec. | Persentase Kordinasi 100% Kordinasi Upaya Kec. | Persentase Kordinasi 100%
Penyelenggaraan Arja | Upaya Penyelenggaraan Arja | Upaya
Ketentraman dan sari | Penyelenggaraan Ketentraman dan sari | Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketentraman dan 40.000.000 Ketertiban Umum Ketentraman dan 40.000.000
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kec. | Jumlah Laporan 1 Sinergitas dengan Kec. | Jumlah Laporan 1
Kepolisian Negara Arja | Sinergitas dengan Laporan Kepolisian Negara Arja | Sinergitas dengan Laporan
Republik Indonesia, sari | Kepolisian Negara Republik Indonesia, sari | Kepolisian Negara
Tentara Nasional Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia,
Indonesia dan Tentara Nasional 25.000.000 Indonesia dan Tentara Nasional 25.000.000
Instansi Vertikal di Indonesia dan Instansi Vertikal di Indonesia dan
Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Kec. | Jumlah Laporan 1 Harmonisasi Kec. | Jumlah Laporan 1
Hubungan dengan Arja | Harmonisasi laporan Hubungan dengan Arja | Harmonisasi laporan
Tokoh Agama dan sari | Hubungan dengan Tokoh Agama dan sari | Hubungan dengan
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan 15.000.000 Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan 15.000.000
Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
Koordinasi Kec. | Persentase Koordinasi 100% Koordinasi Kec. | Persentase Koordinasi 100%
Penerapan dan Arja | Penerapan dan Penerapan dan Arja | Penerapan dan
Penegakan Peraturan | sari | Penegakan Peraturan Penegakan Peraturan | sari | Penegakan Peraturan
Daerah dan Daerah dan Peraturan 12.235.000 Daerah dan Daerah dan Peraturan 12.235.000
Peraturan Kepala Kepala Daerah Peraturan Kepala Kepala Daerah
Daerah Daerah
Koordinasi/Sinergi Kec. | Jumlah Laporan 1 Koordinasi/Sinergi Kec. | Jumlah Laporan 1
Dengan Perangkat Arja | Koordinasi/Sinergi Laporan Dengan Perangkat Arja | Koordinasi/Sinergi Laporan
Daerah yang Tugas sari | dengan Perangkat Daerah yang Tugas sari | dengan Perangkat
dan Fungsinya di Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Daerah yang Tugas
Bidang Penegakan dan Fungsinya di Bidang Penegakan dan Fungsinya di
Peraturan Perundang- Bidang Penegakan 12.235.000 Peraturan Perundang- Bidang Penegakan 12.235.000
Undangan dan/atau Peraturan Undangan dan/atau Peraturan
Kepolisian Negara Perundang Undanga Kepolisian Negara Perundang Undanga
Republik Indonesia n dan/atau Kepolisian Republik Indonesia n dan/atau Kepolisian
Negara Republik Negara Republik
Indonesia Indonesia
Kec. | Indek Kepuasan Kec. | Indek Kepuasan
Arja | Masyarakat (IKM) Arja | Masyarakat (IKM)
sari sari




63

PROGRAM Kec. | Persentase capaian 100% PROGRAM Kec. | Persentase capaian 100%
PENYELENGGARAAN | Arja | Keberhasilan urusan PENYELENGGARAAN | Arja | Keberhasilan urusan
URUSAN sari | pemerintahan umum URUSAN sari | pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang ditugaskan 133.000.000 | ppVERINTAHAN yang ditugaskan 112.800.000
UMUM kepala daerah UMUM kepala daerah
Penyelenggaraan Kec. | Persentase 100% Penyelenggaraan Kec. | Persentase 100%
Urusan Arja | Pelaksanaan Urusan Arja | Pelaksanaan
Pemerintahan Umum | sari | Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum | sari | Kegiatan Urusan
sesuai Penugasan Pemerintahan sesuai Penugasan Pemerintahan
Kepala Daerah Umum Sesuai 133.000.000 Kepala Daerah Umum Sesuai 112.800.000
Penugasan Kepala Penugasan Kepala
Daerah Daerah
Pembinaan Wawasan Kec. | Jumlah Orang yang 150 Pembinaan Wawasan Kec. | Jumlah Orang yang 150
Kebangsaan dan Arja | Mengikuti Pembinaan orang Kebangsaan dan Arja | Mengikuti Pembinaan orang
Ketahanan Nasional sari | Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional sari | Wawasan Kebangsaan
dalam rangka dan Ketahanan dalam rangka dan Ketahanan
Memantapkan Nasional Memantapkan Nasional
Pengamalan dalam rangka Pengamalan dalam rangka
Pancasila, Memantapkan Pancasila, Memantapkan
Pelaksanaan Pengamalan Pelaksanaan Pengamalan
UndangUndang Dasar Pancasila, UndangUndang Dasar Pancasila,
Negara Republik Pelaksanaan Undang- Negara Republik Pelaksanaan Undang-
Indonesia Tahun Undang Dasar Indonesia Tahun Undang Dasar
1945, Pelestarian Negara Republik 1945, Pelestarian Negara Republik
Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Tahun Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Tahun
Serta Pemertahanan 1945, Serta Pemertahanan 1945,
dan Pemeliharaan Pelestarian Bhinneka dan Pemeliharaan Pelestarian Bhinneka
Keutuhan Negara Tunggal Ika serta Keutuhan Negara Tunggal Ika serta
Kesatuan Republik Pemertahanan dan Kesatuan Republik Pemertahanan dan
Indonesia Pemeliharaan Indonesia Pemeliharaan
Keutuhan Keutuhan
Negara Kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia Republik Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi Kec. | Jumlah Orang yang 150 Fasilitasi, Koordinasi Kec. | Jumlah Orang yang 150
dan Pembinaan Arja | Mengikuti Fasilitasi, Orang dan Pembinaan Arja | Mengikuti Fasilitasi, Orang
(Bimtek, Sosialisasi, sari | Koordinasi dan (Bimtek, Sosialisasi, sari | Koordinasi dan
Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek, Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek,
Kebangsaan dan Sosialisasi, Kebangsaan dan Sosialisasi,
Ketahanan Nasional 58.000.000 Ketahanan Nasional 54.800.000

Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional




Pembinaan Kec. | Jumlah Orang yang 50 Pembinaan Kec. | Jumlah Orang yang 50
Kerukunan Arja | Mengikuti Pembinaan Orang Kerukunan Arja | Mengikuti Pembinaan Orang
Antarsuku dan sari | Kerukunan Antar Antarsuku dan sari | Kerukunan Antar
Intrasuku, Umat Suku dan Intra Suku Intrasuku, Umat Suku dan Intra Suku
Beragama, Ras, dan , Umat Beragama, Beragama, Ras, dan , Umat Beragama, 40.000.000
Golongan Lainnya Ras, dan Golongan 40.000.000 Golongan Lainnya Ras, dan Golongan ’ ’
Guna mewujudkan Lainnya Guna Guna mewujudkan Lainnya Guna
Stabilitas Keamanan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mewujudkan
Lokal, Regional, dan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Stabilitas Keamanan
Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan
Nasional Nasional
Pelaksanaan Tugas Kec. | Jumlah Dokumen 4 Pelaksanaan Tugas Kec. | Jumlah Dokumen 4
Forum Koordinasi Arja | Tugas Forum Dokume Forum Koordinasi Arja | Tugas Forum Dokume
Pimpinan di sari | Koordinasi n Pimpinan di sari | Koordinasi n
Kecamatan Pimpinan di 35.000.000 Kecamatan Pimpinan di 18.000.000
Kecamatan Kecamatan

Kec. | Jumlah Desa Cepat 2 Desa Kec. | Jumlah Desa Cepat 2 Desa

Arja | Berkembang Arja | Berkembang

sari sari
PROGRAM Kec. | Persentase desa 100% PROGRAM Kec. | Persentase desa 100%
PEMBINAAN DAN Arja | yang dibina dan PEMBINAAN DAN Arja | yang dibina dan
PENGAWASAN sari | diawasi PENGAWASAN sari | diawasi
PEMERINTAHAN 120.248.000 | ppMERINTAHAN 120.248.000
DESA DESA
Fasilitasi, Kec. | Persentase Capaian 100% Fasilitasi, Kec. | Persentase Capaian 100%
Rekomendasi dan Arja | Keberhasilan Rekomendasi dan Arja | Keberhasilan
Koordinasi sari | pembinaan dan Koordinasi sari | pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan
Pengav'vasan Pemerintahan Desa 120.248.000 Pengav'vasan Pemerintahan Desa 120.248.000
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi | Kec. | Jumlah Dokumen 2 Fasilitasi Administrasi | Kec. | Jumlah Dokumen 2
Tata Pemerintahan Arja | yang Difasilitasi Dokume Tata Pemerintahan Arja | yang Difasilitasi Dokume
Desa sari | dalam rangka n 20.000.000 Desa sari | dalam rangka n 20.000.000

Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
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Fasilitasi Kec. | Jumlah Dokumen 2 Fasilitasi Kec. | Jumlah Dokumen 2
Pengelolaan Arja | yang Difasilitasi Dokume Pengelolaan Arja | yang Difasilitasi Dokume
Keuangan Desa sari | dalam rangka n Keuangan Desa sari | dalam rangka n
dan Pendayagunaan Pengelolaan 50.000.000 dan Pendayagunaan Pengelolaan 50.000.000
Aset Desa Keuangan Desa dan Aset Desa Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Pendayagunaan
Aset Desa Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan | Kec. | Jumlah Dokumen 1 Fasilitasi Pelaksanaan | Kec. | Jumlah Dokumen 0
Pemilihan Kepala Arja | Fasilitasi dalam Dokume Pemilihan Kepala Arja | Fasilitasi dalam Dokume
Desa sari | rangka n 0 Desa sari | rangka n 0
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Pemilihan Kepala
Desa Desa
Fasilitasi Sinkronisasi | Kec. | Jumlah Dokumen 2 Fasilitasi Sinkronisasi | Kec. | Jumlah Dokumen 2
Perencanaan Arja | Sinkronisasi Dokume Perencanaan Arja | Sinkronisasi Dokume
Pembangunan Daerah | sari | Perencanaan n Pembangunan Daerah | sari | Perencanaan n
dengan Pembangunan Pembangunan Daerah 50.248.000 dengan Pembangunan Pembangunan Daerah 50.248.000
Desa dengan Pembangunan Desa dengan Pembangunan
Desa Desa
Fasilitasi Pelaksanaan | Kec. | Jumlah Dokumen 1 Fasilitasi Pelaksanaan | Kec. | Jumlah Dokumen 1
Tugas, Fungsi, dan Arja | Fasilitasi dalam Dokume Tugas, Fungsi, dan Arja | Fasilitasi dalam Dokume
Kewajiban Lembaga sari | rangka n Kewajiban Lembaga sari | rangka n

Kemasyarakatan

Pelaksanaan Tugas,
Fungsi, dan
Kewajiban

Lembaga
Kemasyarakatan

Kemasyarakatan

Pelaksanaan Tugas,
Fungsi, dan
Kewajiban

Lembaga
Kemasyarakatan
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Reviu terhadap RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan proses
untuk membandingkan antara program dan kegiatan pada RKPD dengan kebutuhan
sumber daya untuk mengakomodasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Proses
ini merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan dan menganalisis alasan-alasan perbedaan yang ditemukan.

Terdapat catatan-catatan penting terhadap perbedaan RKPD Tahun 2025
dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Arjasari tahun 2025 yaitu:

1. Terdapat penghapusan target kinerja maupun sumber daya anggaran
pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Target pada rencana strategis merupakan pelaksanaan amanat
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana masa
jabatan Kepala Desa terpilih selama 6 (enam) tahun sejak tanggal
pelantikan. Sesuai jadwal pemilihan Kepala Desa di wilayah
Kecamatan Arjasari, tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa serentak. Namun terdapat Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengubah
masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun. Atas
perubahan tersebut, subkegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan
kepala desa tidak dilaksanakan.

2. Terdapat perbedaan pagu anggaran pada RKPD tahun 2025 dan
Perubahan RKPD 2025. Perbedaan tersebut adalah hasil analisis
kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi capaian
program yang diharapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran Kecamatan Arjasari tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang
dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan
hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Adapun proses kegiatan
musrenbang diawali dengan adanya usulan dari desa-desa atau bersifat bottom up untuk
dijadikan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan sehingga menjadi DSP. Setelah
menjadi DSP maka dilaksanakan pra musrenbang dan dan musrenbang di tingkat
kecamatan untuk direview dan diputuskan oleh dinas/instansi terkait DSP mana saja
yang secara kriteria teknis dapat menjadi DSP untuk musrenbang kabupaten.

Kesesuaian DSP yang diusulkan oleh desa ke tingkat kecamatan dan kabupaten
yaitu DSP yang sesuai dengan kriteria teknis pelaksanaan pembangunan di tahun 2025.
Jikalau tidak sesuai, maka usulan tersebut dapat ditolak namun bisa diajukan kembali

di musrenbang tahun mendatang jika kriteria teknisnya sesuai.
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Tabel 2.8 Tabel T-C.32.

No

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran/Volume

Catatan
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BAB III
TUJUAN, DAN SASARAN KECAMATAN ARJASARI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam proses penyusunan Renja harus memperhatikan prioritas nasional
maupun prioritas Pembangunan daerah. Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Arjasari harus selaras dengan prioritas Pembangunan nasional dan daerah. Berikut
adalah keselarasan program Kecamatan Arjasari dengan prioritas program nasional:

Tabel 3.1 keselarasan program Kecamatan Arjasari dengan prioritas program

nasional
Prioritas Prioritas
. . Program
No | Nasional/Kegiatan Pembangunan Kecamatan
Prioritas Nasional Daerah

I PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi,
serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

1 Digitalisasi Reformasi Program
pelayanan birokrasi integratif, | Penyelenggaraan
publik inovatif, dan | PemerintahanDan

dinamis Pelayanan Publik

2 Penyusunan dasar Program Penunjang
hukum Urusan
pembentukan Pemerintahan
lembaga tunggal Daerah
pengelola regulasi Kabupaten /Kota

3 Penyusunan dasar Program
hukum Penyelenggaraan
pembentukan Urusan
lembaga tunggal Pemerintahan
pengelola regulasi Umum

4 Kolaborasi Program Koordinasi
pencegahan Ketentraman Dan
penyalahgunan Ketertiban Umum
narkotika

Selain prioritas Pembangunan, perlu juga disandingkan strategi dan kebijakan

Kecamatan Arjasari dengan Kabupaten Bandung.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, Berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021 terdapat tantangan-tantangan dalam
Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode
2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu
Edukatif,

Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit,

Menuju Indonesia Emas.”.
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Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas
memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang
diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-
dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam
membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu
Kabupaten Bandung dalam S5 (lima) tahun kepemimpinan akan
mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang
ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang
berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara
nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan
memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung
akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara
bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah
mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati
oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah
misi- misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi
pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan
dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun
kedepan.

1. Membangkitkan Daya Saing Daerah

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
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3. Meningkatkan Transparansi dalam Pelayanan Publik

4. Mengoptimalkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber
Daya Publik

5. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Arjasari sebagai bagian dari Organisasi Perangkat
daerah telah merumuskan tujuan yang strategis sebagai arah
kebijakan dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan Program
kegiatan. Dengan sasaran yang disinergikan dengan Tujuannya agar
hasil yang dicapai dapat terukur

Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masuk ke dalam Misi ke 3, yaitu
: “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik
yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”.

Tujuan Kecamatan Arjasari untuk mencapai sasaran dalam
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan, Sasaran yang ditetapkan
dalam Renstra Kecamatan Arjasari yaitu Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.

Tujuan Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan langkah
strategis yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mencerminkan
profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, tetapi juga menjadi
indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
daerah. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pelayanan publik
berarti memberikan layanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan Arjasari
berkomitmen untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, mulai
dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan
dan bimbingan teknis, pengoptimalan manajemen data dan
administrasi, hingga pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya
memenuhi standar prosedur operasional tetapi juga mampu
menjawab harapan masyarakat secara efektif dan efisien.
Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sarana

penting untuk memperkuat
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partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan,
mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang bersih, serta
meningkatkan Lkesejahteraan masyarakat di Kecamatan
Arjasari secara menyeluruh dalam jangka waktu lima tahun ke
depan.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan
pencapaian tujuan Kecamatan Arjasari yaitu, peningkatan
kualitas pelayanan publik adalah dengan menggunakan Laju
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran ini dilakukan
melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang komprehensif
dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian, pengukuran indikator tersebut dapat
memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan
pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan
Kecamatan Arjasari pada periode tahun 2025-2029, secara

rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Tujuan Sasaran Kecamatan Arjasari

TARGET KINERJA TUJUAN/
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

Ket

2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
) @ 3 “) ) (6 ™ ® &) (10)
Meningkatnya
1 Kualitas Laju IKM 01 0,2 0,2 0,2 0,3
Pelayanan
Publik
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat Nilai IKM | 901 | 903 | 905 | 907 | 91
terhadap
Pelayanan

Kecamatan
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Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka
diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai. Tabel 3.3 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan
sasaran beserta turunannya.
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Tabel 3.3 Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No Tujuan Sasaran Program/Kt_aglatan/Sub Indikator Keterangan
Kegiatan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
1 |Meningkatnya Meningkatnya kualitas kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai AKIP Tujuan dan sasaran
Akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan [PEMERINTAHAN DAERAH berdasarkan desk
Kecamatan pelayanan publik KABUPATEN/KOTA dengan bagian
2 |Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan, organisasi Setda Kab
Akuntabilitas dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bandung
Kecamatan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Arjasari Kinerja Perangkat Daerah yang
disusun sesuai ketentuan dan
tepat waktu
3 [Meningkatnya Tersusunnya Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Akuntabilitas Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Arjasari Daerah
4 |Meningkatnya Tersedianya Dokumen RKA-SKPD |Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Akuntabilitas dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-
Kecamatan Arjasari |Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
SKPD
5 |Meningkatnya Tersedianya Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Akuntabilitas RKA-SKPD dan Laporan Hasil Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Kecamatan Arjasari |Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD
6 |Meningkatnya Tersedianya Dokumen DPA-SKPD [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Akuntabilitas dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-
Kecamatan Arjasari |Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD
Dokumen DPA- SKPD
7 |Meningkatnya Tersedianya Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Akuntabilitas DPA-SKPD dan Laporan Hasil DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Kecamatan Arjasari |Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD
8 [Meningkatnya Tersedianya Laporan Capaian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Akuntabilitas Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Kecamatan Arjasari | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi |Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
9 [Meningkatnya Terlaksananya Evaluasi Kinerja | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Akuntabilitas Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kecamatan Arjasari |Daerah
10 |Meningkatnya Terselenggaranya walidata Penyelenggaraan walidata pendukung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Akuntabilitas pendukung statistik sektoral daerah statistik sektoral daerah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kecamatan Arjasari
11 |Meningkatnya Terlaksananya pengumpulan data pelaksanaan pengumpulan data statistik Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
Akuntabilitas statistik sektoral daerah sektoral daerah Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup
Kecamatan Arjasari Perangkat Daerah

[ 10 [Meningkatnya

|Tercapainya pemenuhan

[Administrasi Keuangan Perangkat |

[Persentase ketersediaan dokumen |
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Akuntabilitas administrasi keuangan Daerah keuangan
Kecamatan perangkat daerah
Arjasari
11 [Meningkatnya Tersedianya Gaji dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Akuntabilitas ASN dan Tunjangan ASN
Kecamatan Arjasari
12 |Meningkatnya Tersedianya Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Akuntabilitas Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Kecamatan Arjasari |Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
13 [Meningkatnya Tersedianya Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Akuntabilitas Bulanan/Triwulanan/Semestera [Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Kecamatan Arjasari |n SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD
14 |Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Administrasi Umum Persentase rata-rata pemenuhan
Akuntabilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat
Kecamatan Perangkat Daerah daerah
Arjasari
15 |Meningkatnya Tersedianya Komponen  |Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen
Akuntabilitas Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kecamatan Arjasari |Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
16 |Meningkatnya Tersedianya Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
Akuntabilitas Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kecamatan Arjasari
17 [Meningkatnya Tersedianya Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
Akuntabilitas Tangga yang Disediakan
Kecamatan Arjasari
18 |Meningkatnya Tersedianya Barang Cetakan dan  |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Akuntabilitas Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kecamatan Arjasari
19 [Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu
Akuntabilitas Fasilitasi
Kecamatan Arjasari |Kunjungan Tamu
20 [Meningkatnya Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Akuntabilitas Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kecamatan Arjasari |Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21 [Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase ketersediaan jasa

Akuntabilitas
Kecamatan
Arjasari

Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan | Pemerintahan Daerah

penunjang perangkat daerah
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22

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya Penyediaan Jasa
surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah  Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

23

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

24

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

25

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan
Arjasari

Tercapainya pemenuhan
Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian barang milik
daerah dalam database

26

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

27

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan barang milik daerah pada

SKPD

Jumlah penatausahaan barang milik daerah
pada SKPD

28

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan
Arjasari

Tercapainya pemenuhan
Administrasi Kepegawaian
perangkat daerah

Administrasi Kepegawaian perangkat

daerah

Persentase rata-rata capaian SKP
ASN PD yang memiliki nilai >=80%

29

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapan

30

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya  Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Pendataan dan pengolahan admonistrasi

kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

31 |Meningkatnya Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi
Akuntabilitas Peraturan Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Kecamatan Arjasari |Undangan

32 |Meningkatnya Terlaksananya Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
Akuntabilitas Implementasi Perundang-Undangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Kecamatan Arjasari |Peraturan Undangan

Perundang-Undangan
33 |Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Barang |Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan barang

Akuntabilitas

Kecamatan

Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

milik daerah

34 [Meningkatnya

Akuntabilitas

Tersedianya Mebel

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
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35

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Tersedianya Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang
disediakan

36

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan

Terpeliharanya Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

37

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Tersedianya Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

38

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

39

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir
dan bangunan lainnya

jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya
yang dipelihara/direhabilitasi

40

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

41

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kecamatan Arjasari

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

42

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Nilai IKM

43

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Tercapainya Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Persentase Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan.

44

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

45

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

46

Meningkatnya

Tercapainya Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Urusan

Persentase Penyelenggaraan




kualitas pelayanan
publik

Urusan Pemerintahan yang

Tidak Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan

77

Urusan Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan guna mendukung
pelayanan prima kepada masyarakat
di kecamatan.

47

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Fasilitasi
Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan

Fasilitasi Percepatan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
Kecamatan

Jumlah Laporan  Fasilitasi
Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

48

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Kecamatan

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah

Jumlah Laporan Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

49

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Tercapainya pemenuhan
Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Pelayanan
Umum

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Pelayanan Umum

Persentase Koordinasi
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum.

50

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang
terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal
yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum

51 [Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Urusan |Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Persentase Urusan pelimpahan
kualitas pelayanan |Pemerintahan yang Dilimpahkan |yang Dilimpahkan kepada Camat kepada Camat yang dilaksanakan.
publik kepada Camat
52 [Meningkatnya Terlaksananya Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Dokumen Non Perizinan
kualitas pelayanan |Pemerintahan yang Terkait dengan | Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan
publik Pelayanan Perizinan Non Usaha Usaha
53 [Meningkatnya Terlaksananya Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan
kualitas pelayanan |Pemerintahan yang Terkait terkait dengan Kewenangan Lain yang Lain yang Dilimpahkan
publik dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan
yang Dilimpahkan
54 |Meningkatnya Meningkatnya kualitas PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian keberhasilan
kualitas pelayanan |pelayanan publik URUSAN PEMERINTAHAN UMUM urusan pemerintahan umum
publik yang ditugaskan kepala daerah
55 |Meningkatnya |Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Persentase pelaksanaan kegiatan

kualitas pelayanan
publik

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai

Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah.




Penugasan Kepala Daerah
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56

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi
dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,
Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi)y Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

57

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan
Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

kualitas pelayanan
publik

pelayanan publik

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
uMmum

yang berkaitan dengan
ketentraman dan ketertiban
umum

58 |Meningkatnya Terlaksananya Penanganan Konflik |Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai
kualitas pelayanan | Sosial sesuai Ketentuan Peraturan  |peraturan perundang-undangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
publik Perundang-Undangan

59 |Meningkatnya Terlaksananya  Tugas Forum [Pengembangan Kehidupan Demokrasi Jumlah Lembaga Masyarakat yang
kualitas pelayanan |Koordinasi Berdasarkan Pancasila Dikembangkan dalam Kehidupan
publik Pimpinan di Kecamatan Demokrasi berdasarkan Pancasila

60 |Meningkatnya Terlaksananya  Tugas Forum |Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Tugas Forum
kualitas pelayanan |Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
publik

61 |[Meningkatnya |Meningkatnya kualitas PROGRAM KOORDINASI Persentase penegakan perda

62

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Tercapainya pemenuhan
Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum.

63

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal
di Wilayah Kecamatan

Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal

di Wilayah Kecamatan

64

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat

65

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Meningkatnya penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Persentase Koordinasi Penerapan
dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah.

66

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya
di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
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Penegakan Peraturan Perundang- [Undangan dan/atau Kepolisian Negara Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia
67 |Meningkatnya Meningkatnya kualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase capaian program dan
kualitas pelayanan [pemerintahan desa MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |kegiatan pemberdayaan
publik masyarakat desa dan kelurahan
68 |Meningkatnya Tercapainya pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Koordinasi Kegiatan
kualitas pelayanan [koordinasi kegiatan Desa Pemberdayaan Desa.
publik pemberdayaan desa
69 |Meningkatnya Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan
kualitas pelayanan |Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan
publik Wilayah Kecamatan Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
70 [Meningkatnya Tercapainya fasilitasi Lembaga |Pemberdayaan Lembaga Persentase Lembaga
kualitas pelayanan |Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan yang terfasilitasi.
publik Kecamatan
71 [Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan
kualitas pelayanan |Pengembangan Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi Masyarakat Usaha
publik Masyarakat Ekonomi Masyarakat
72 [Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan
kualitas pelayanan  [Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna [Guna Teknologi Tepat Guna
publik
73 [Meningkatnya Tercapainya Pemberdayaan dan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Persentase Pemberdayaan dan
kualitas pelayanan |Kesejahteraan Keluarga Tingkat |Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
publik Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan
74 [Meningkatnya Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan
kualitas pelayanan  |Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
publik Ketahanan Pangan Keluarga
75 [Meningkatnya Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan
kualitas pelayanan  |Penumbuhan Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kesadaran Keluarga
publik Kesadaran Keluarga dalam dan Lingkungan dengan Menerapkan dalam Peningkatan Derajat
Peningkatan Derajat Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan
Keluarga dan Lingkungan Keluarga
dengan Menerapkan Perilaku dan
Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan Dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
76 [Meningkatnya Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Jumlah Keluarga yang Mengikuti
kualitas pelayanan | Pelatihan Alam Pelatihan Keluarga Tanggap
publik Keluarga Tanggap Bencana Alam Bencana Alam
77 [Meningkatnya Terlaksananya Keluarga Tanggap |Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Jumlah Keluarga yang Mengikuti
kualitas pelayanan  |Bencana Rumah Tangga Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap
publik Bencana Rumah Tangga
78 [Meningkatnya |Meningkatnya kualitas PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang dibina
kualitas pelayanan |pemerintahan desa PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |dan diawasi




publik

80

79

Meningkatnya

kualitas pelayanan

Tercapainya pemenuhan
Fasilitasi, Rekomendasi dan

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan

Persentase desa yang dibina.

publik Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Pengawasan Pemerintahan Desa
80 [Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi

kualitas pelayanan
publik

Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa

dalam

rangka Penyusunan

Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa

81 [Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka
kualitas pelayanan |Administrasi Tata Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa
publik Desa
82 [Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka
kualitas pelayanan |Pengelolaan Keuangan Desa dan  |Pendayagunaan Aset Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan
publik Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan Aset Desa
83 [Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Penerapan |Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam
kualitas pelayanan |dan Penegakan Peraturan Peraturan PerundangUndangan rangka Penerapan dan Penegakan
publik PerundangUndangan Peraturan Perundang-Undangan
84 |Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Sinkronisasi
kualitas pelayanan |Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
publik Pembangunan Daerah dengan |Pembangunan Desa dengan Pembangunan
Pembangunan Desa Desa
85 |Meningkatnya Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Pendampingan Desa di Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

kualitas pelayanan
publik

Pendampingan Desa di Wilayahnya

Wilayahnya

Pendampingan Desa di Wilayahnya
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3.3 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam
Pelaksaaan Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan Misi

Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026

Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan
Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
yang mengacu pada permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berdasarkan
pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk

suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Arjasari

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung,
Kecamatan Arjasari dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan
program secara efekltif dan efesien

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan
target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Arjasari dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel TC.33
adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Arjasari pada
Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai
resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga
Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Staf harus melakukan
sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan
berjalan lancar.

Kecamatan Arjasari menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub
kegiatan pada tahun 2025 yang terdiri dari 6 program, 18 kegiatan, dan 52 sub
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.904.425.375,00

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Arjasari Tahun

2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4.



OPD : Kecamatan Arjasari

Tabel 3.4 TC. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Bandung

Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g ﬁ o [Program, Kegiatan, dan Sub . s .
Sl s = < Keggiatan, & ’ Indikator Kinerja L okasi Target Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
E S ¥ 'go 2 'go Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Bl M| &l X | @M
Nilai AKIP iec. Arjasari ¢ Poin 4.983.228.942  |Dana 74 Poin 4.073.438.023
PROGRAM PENUNJANG Transfer
7 (1 1|0 URUSAN PEMERINTAHAN Umum -
KABUPATEN/KOTA Dana
IAlokasi
Umum
Persentase Dokumen
Perencanaan, Dana
Penganggaran dan Transfer
Perencanaan, [Evaluasi Kinerja Kec. Arjasari Umum -
711l 2 Penganggaran,dan Evaluasi  [Perangkat Daerah 100 Persen 40.145.900,00 Dana 100 Persen 25.000.000,00
Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Alokasi
ketentuan dan tepat Umum
waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kec. Arjasari 2 Dokumen 10.000.000 2 Dokumen 5.000.000
Perencanaan Perangkat Perencanaan Dana
Daerah Perangkat Daerah [Transfer
Umum -
Dana
7111 9 f}lokam
mum
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Kec. Arjasari [2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.000.000
Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD dan Dana
Laporan Hasil Transfer
Koordinasi Umum -
Dana




Daerah

tepatwaktu

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Kec. Arjasari |2 dokumen 2.000.000 2 dokumen 5.000.000
Dokumen DPA-SKPD DPA-SKPD dan Dana
Laporan Hasil Transfer
Koordinasi Umum -
Dana
IAlokasi
Umum
Jumlah Laporan Dana
Capaian Kinerja dan Transfer
Ikhtisar Realisasi Umum -
. . KinerjaSKPD dan . . Dana
EoordmaSI dan Penyusunan |\ 0o Hasil Kec. Arjasari 5 Laporan 20.000.000,00 |Alokasi 5 Laporan 10.000.000,00
aporan Capaian Kinerja dan ;i .
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Umum
SKPD [Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
KinerjaSKPD
Jumlah Dokumen Kec. Arjasari Dana
. Hasil Transfer
Penyelenggaraan Walidata Penveleneearaan Umum -
Pendukung Statistik Wali yeIenes 1 Dokumen 2.000.000 Dana 1 Dokumen 500.000
alidata Pendukung .
Sektoral Daerah Statistik Sektoral Alokasi
Umum
Daerah
Jumlah Data Statistik ~ [Kec. Arjasari Dana
Sektoral Daerah yang [Transfer
Pelaksanaan Pengumpulan Telah  Dikumpulkan Umum -
Data Statistik Sektoral A pu 2 Data 1.145.900 Dana 1 Data 500.000
an Diperiksa .
Daerah Lingkup Perangkat Slrikansll
Daerah "
Persentase Dokumen 4.215.054.087 3.673.978.023
pelaksanaan Kec. Arjasari
IAdministrasi IAdministrasi ’ 100 Persen 100 Persen
KeuanganPerangkat Keuangan yang




Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

gl g Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja . . Catatan Penting .
g w @l 8 8 |[Kegiatan Lokasi [Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana
§ g gn .& 5 .a Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
SRR
4.211.054.087 [DTU- 3.669.978.023
Jumlah Orang yang Dana
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Menerima Gaji dan [Kec. Arjasari Orang/ IAlokasi 18 Oran
g/b
711 2 1 |ASN Tunjangan ASN 18 butan Umum ulan
Pendapat
an Asli
Daerah
Jumlah Laporan
[Keuangan Akhir Tahun Dana
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Kec. Arjasari [Transfer
711 2 5 [Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 2.000.000,00 [Umum - 1 Laporan 2.000.000,00
SKPD [Laporan Keuangan Akhir Dana .
TahunSKPD Alokasi
Umum
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/ Dana
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/ Semesteran Transfer
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kec. Arjasari 4 Laporan 2.000.000,00 [Umum - 4 Laporan 2.000.000,00
7|1 2 7 [Bulanan/Triwulanan/Semesteran  [Koordinasi Penyusunan Dana
SKPD Laporan Keuangan |Alokasi
Bulanan/Triwulanan/Se Umum
mesteran SKPD
IAdministrasi Barang Milik Persentase Pemenuhan 100 Persen 3.200.000 Dana 100 Persen 1.000.000
Daerah pada Perangkat Dokumen Administrasi Kec. Arjasari Transfer
71 2 0 [Daerah BMD Umum -
sesuai ketentuan Dana
|Alokasi
[Umum
Rekonsiliasi dan Penyusunan WJumlah Laporan 1 Laporan 3.200.000 Dana 100 Persen 1.000.000
Laporan Barang Milik Daerah pada [Rekonsiliasi dan Kec. Arjasari Transfer
SKPD Penyusunan Laporan Umum -
711 2 5 BMD pada SKPD Dana
|Alokasi
Umum
Persentase dokumen
pelaksanaan administrasi
IAdministrasi Kepegawaian kepegawaian perangkat Kec. Arjasari 100,00 Persen 60.000.000,00 100,00 Persen 1.000.000,00
7|1 2 0 [Perangkat Daerah daerah yangtepat waktu
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Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g .
g0 § ‘E "3 ::?ggi:::ln’ Kegiatan, dan Sub 1, jikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
g S ¥ 'gn 2 'En Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Sl E| &) & | ¢
Dana
Jumlah Paket Pakaian Transfer
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut  [Kec. Arjasari |, o Paket 33.140.000.00 [2um - 18 Paket 500.000,00
- Kelengkapan : ’ Dana
7111 9 9 Dinas Beserta .
IAtribut IAlokasi
Kelengkapannya Umum
Dana
Jumlah Orang yang Transfer
e Mengikuti Sosialisasi Kec. Arjasari Umum -
Eg;;a;l;s;j; _Peraturan Peraturan Perundang- 23 Orang 13.070.000,00 Dana 23 Orang 250.000
711(1 2 10 Undangan Undangan Alokasi
Umum
Dana
Jumlah Orang yang Transfer
o . Mengikuti Bimbingan Kec. Arjasari Umum -
B: Tek
Ir;r;:i: lrrrll%irtlasie s Teknis Implementasi 23 Orang 13.070.000,00 pana 23 Orang 250.000
71101 2 11 peraturan Peraturan Perundang- IAlokasi
Perundang- [Undangan Umum
Undangan
Persentase Dokumen Dana
711l | 2 | o [Administrasi Umum ;eine““ha“ Kec. Arjasari ) 5 Persen 226.800.000,00 E’ansrer 100 Persen 60.000.000,00
PerangkatDaerah elayanan mum -
IAdministrasi Umum Dana
Kantor IAlokasi
Umum
Jumlah Paket Dana
Komponen [Transfer
Penyediaan Komponen Instalasi  [LcC Atiasari g Paket 4.000.000,00 [2Tum - 3 Paket 4.000.000,00
7111 2 1 [Instalasilistrik/Penerangan istrik Dana
Bangunan Kantor LListrik/Penerangan Alokasi
Bangunan  Kantor Umum
lyang Disediakan
Dana
Jumlah  Paket Kec. Arjasari Eﬁiﬁef
211l 9 9 Penyediaan Peralatan Peralatan dan i 12 Paket 150.000.000,00 Dana 12 Paket 15.000.000,00
danPerlengkapan Kantor
gkap Perlengkapan Alokasi
Umum
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Dana
Jumlah Paket Transfer
Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Kec. Arasari 1, Paket 7.000.000,00 |21 - 12 Paket 7.000.000,00
Tangga yang Dana
RumahTangga . . i
Disediakan IAlokasi
Umum
Dana
Transfer
Jumlah Paket Bahan Kec. Ariasari Umum -
Penyediaan Bahan LLogistik Kantor yang i 12 Paket 3.000.000,00 12 Paket 2.000.000,00
et . . Dana
LogistikKantor Disediakan ;
IAlokasi
Umum
Dana
Jumlah Paket Transfer
Penyediaan Barang Earangcgtakan dan  Kec. Arjasari | Paket 2.000.000,00 gmum - 5 Paket 2.000.000,00
Cetakandan Penggandaan e'ngg.an aan yang ana .
Disediakan IAlokasi
Umum
Dana
Jumlah Dokumen Transfer
. BahanBacaan dan Kec. Arjasari Umum -
Penyediaan Bahan Bacaan 12 Dokumen 4.000.000,00 12 Dokumen 2.000.000,00
Peraturan Perundang- Dana
dan Peraturan Perundang- .
undangan Undat}gan yang IAlokasi
Disediakan Umum
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Kode Rekening Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
g & g [Program, Kegiatan, dan Sub s . .
8l & i ; ’ . arget Capaian ebutuhan Dana umber arget Capaian ebutuhan Dana
g é” o - Indikator Kinerja T t Capai Kebutuhan D Sumb Catatan Penting |1 t Capai Kebutuhan D
g bl 8 8 Kegiatan Lokasi
g S ¥ & 2 & Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
ow =
Dl Ml al X | X
Dana
Jumlah Laporan Transfer
e s . Fasilitasi Kunjungan Kec. Arjasari Umum -
Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 1 Laporan 1.000.000,00
7111 2 8 Tamu Dana
IAlokasi
Umum
Dana
Jumlah  Laporan Transfer
211l | 5| o [Penyelenggaraan Rapat Eenyftﬂ%nggfaan. Kec. Arjasari |, Laporan 51.800.000,00 gmum . 1 Laporan | 27.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi apat xoor 1n.as1 ana .
danKonsultasi SKPD IAlokasi
SKPD U
mum
Pengadaan Barang Milik Persentase Kec. Arjasari Dana
Daerah Penunjang Urusan dokumen Transfer
7 11 2 0 Pemerintah Daerah pelayanan o Umum - o
Pengadaan Barang 100% 25.000.000 |pana 100% 3.000.000
Milik Daerah IAlokasi
Penunjang Urusan Umum
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kec. Arjasari Dana
Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Transfer
71101 2 3 [Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan o unit Umum - 1 unit
Dinas Jabatan yang 0 IDana 1.000.000
Disediakan IAlokasi
Umum
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Kec. Arjasari Dana
lyang Disediakan Transfer
7111 2 5 . Umum - .
3 unit 25.000.000 [pana 1 unit 1.000.000
IAlokasi
Umum
Pengadaan Peralatan dan  |jumlah Unit Kec. Arjasari Dana
Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin 0 unit [Transfer 1 unit
[ I Lainnya yang 0 pomum - 1.000.000
Disediakan Dana : :
IAlokasi
Umum
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Persentase laporan
penyediaan Jasa

Kec. Arjasari

Penyediaan Jasa Penunjang P ., U 100 Persen 322.971.985,00 100 Persen 303.000.000,00
Urusan Pemerintahan enun_!ang rusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
Jumlah Laporan Dana
. Transfer
Penyediaan Jasa Kec. Ariasari U
Penyediaan Jasa Surat Surat Menyurat - A1 4 Laporan 2.000.000,00 Dmum - 4 Laporan 2.000.000,00
Menyurat ana .
IAlokasi
Umum
Jumlah Laporan Dana
. Transfer
Penyediaan Jasa Kec. Ariasari U
Penyediaan Jasa Komunikasi, - Al 12 Laporan 15.811.985 Dmum } 12 Laporan 36.000.000,00
Komunikasi,Sumber Daya SumberDaya Air Alalrllia .
|Air dan Listrik dan Listrik yang oxasi
R . Umum
Disediakan
Pendap
atan Asli
Daerah
Jumlah Laporan (PAD)
Penyediaan Jasa geflyedlaanUJasa Kec. Arjasari 12 Laporan 305.160.000 |bana 12 Laporan 242.460.000,00
Pelayanan Umum Kantor clayanan Umum Transfer
Kantor yang Urmum -
Disediakan
Dana
IAlokasi

Umum
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Kode Rekening Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
g .
g0 § ‘E "3 E?ggi;::: Kegiatan, dan Sub 1, jikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
Bl 8 ¥ 'ED o 'ED okast Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
S| @& 8| &
Persentase dokumen
. pelayanan Pengadaan . .
. Pemeliharaan Barang b rang Milik Daerah  [<cC- Adasari 14 Persen 116.916.970 82 Persen 29.000.000,00
11 20 Milik Daerah Penunjang >
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Kendaraan Dana
X [Perorangan Dinas atau Transfer
Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas Kec. Arjasari Umum -
Pemeliharaan, Biaya ’ 10 Unit 60.070.000 10 Unit 20.000.000
711(1 2 1 Pemeliharaan dan Pajak Jabatan yang Dana
y o .
Kendaraan Perorangan Dinas D.1pe11har adan' Alokasi
atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya Umum
Jabatan
Dana
Transfer
Jumlah Peralatan dan Kec. Arjasari Umum -
711 h 2 Pemelihgraag Peralatan Mesin Lainnya yang ’ 2 Unit 2.000.000,00 Dana 2 Unit 1.000.000,00
danMesin Lainnya Dipelihara IAlokasi
Umum
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Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g 5 g [Program, Kegiatan, dan Sub s s . :
g Y 8| = k- Keggiatan, & ’ Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana |[Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
0| o o - o . . . . . . . .
E] o| o | 2 Bt Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
(o ! = U] =5 O
Dl Ml Al X | nX
Jumlah Sarana dan Dana
Prasarana Gedung Transfer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor atau Kec. Arjasari . Umum - .
211k 9 Gedung Kantor dan B angunan 3 Unit 54.846.970 |~ 3 Unit 8.000.000,00
BangunanLainnya Lainnya yang IAlokasi
Dipelihara/Direhabilit Umum
lasi
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,50  Poin 86,00 Poin
PROGRAM . . Usulan Pagu
711k | o PENYELENGGARAAN ﬂfgﬁéﬁ?‘s‘m Kec. Arjasari g4 50 poin 425.913.433 lAnggaran 84,50  Poin 297.681.000,00
PEMERINTAHAN DAN berdasarkan
PELAYANAN PUBLIK analisa
kebutuhan
Persentase koordinasi
Penyelenggaraan . .
Koordinasi K y &g Kec. Arjasari |0 Persen o 100,0 Persen 5.470.000,00
" egiatan
7|12 2 PenyelenggaraanKegiatan intahan di
Pemerintahan di P?mermta an di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
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Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g .
g0 § ‘E "3 ::?ggi:::ln’ Kegiatan, dan Sub 1, jikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
Bl 8 ¥ 'SD o 'ED okast Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
S| @& 8| &
Dana
Jumlah Dokumen Transfer
Peningkatan efektifitas Peningkatan Kec. Arjasari o Dokumen 0 [Umum - 5.470.000,00
711112 2 2 [KegiatanPemerintahan di efektifitas Kegiatan Dana 1 Dokumen
Tingkat Kecamatan Pemerintahandi IAlokasi
Tingkat Kecamatan Umum
Persentase
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
yang tidak
Penyelenggaraan Urusan Dilaksanakan oleh
Pemerintahan yang Tidak UnitKerja Perangkat [Kec. Arjasari
7|12 | 2 | 0 [Dilaksanakan oleh Unit Daerah yang ada di 100,00  Persen 50.000.000,00 100,00 Persen 20.735.000.00
Kerja Perangkat Daerah yang [Kecamatan guna : : ’
|Ada diKecamatan Mendukung
PelayananPrima
kepada Masyarakat di
Kecamatan
Jumlah Laporan Dana
e . . Transfer
Fasilitasi Percepatan Peningkatan Efektifitas . .
Pencapaian Standar [Pelaksanaan Pelayanan Kec. Arjasari 1 Laporan Umum - 1 Laporan
7112 2 1 .. JR— . 25.000.000,00 |Dana 10.735.000,00
Pelayanan Minimal di Wilayah [Kepada Masyarakat di IAlokasi
Kecamatan Wialayah Kecamatan
Umum
Jumlah Laporan ’I]?:aiasfer
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Efektifitas . .
Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan Kec. Arjasari 1 Laporan Umum - 1 Laporan
7112 2 3 - ) 75.000.000,00 |Dana 10.000.000,00
KepadaMasyarakat di Kepada Masyarakat di Alokasi
Wialayah Kecamatan Wialayah Kecamatan Ur(r)luirsll
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Kode Rekening Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
g 5 o [Program, Kegiatan, dan Sub . s . :
g Y 8| = k- Keggiatan, & ’ Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana |[Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
g S ¥ 'gn 2 'En Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Sl@E| &|l M| 4
Persentase Koordinasi
Koordinasi Pemeliharaan Kec. Arjasari
7|12 2 0 [PemeliharaanPrasarana Prasarana dan Sarana 100 Persen 25.000.000,00 100 Persen 25.000.000.00
dan Sarana Pelayanan Pelayanan Umum - . ’
Umum
Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi
. e . Dana
Koordinasi/Sinergi dengan dengan Perangkat Transfer
Perangkat Daerah Daerah dan/atau Kec. Ariasari Umum -
711k 9 1 dan/atau Instansi Vertikal Instansi Vertikal - Al 1 Dokumen 25.000.000,00 D 1 Dokumen
lyang terkaitdalam lyangTerkait dalam A]alil{a . 25.000.000,00
Pemeliharaan Saranadan Pemeliharaan okast
Prasarana Pelayanan Saranadan Umum
Umum Prasarana Pelayanan
[Umum
Persentase Urusan
711k ) o lP:‘elaks'anaan Urusan Pelimpahan kepada Kec. Arjasari 100 Persen 300.913.433
emerintahan yang Camat yang 100 Persen 246.476.000
Dilimpahkan kepada dilaksanakan . ‘
Camat
Dana
Jumlah Laporan Transfer
Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Kec. Arjasari Umum -
711b 9 3 Pemerintahan yang terkait K Lai - A1 3 Laporan 300.913.433 D 3 Laporan
dengan Kewenangan Lain ewen.a.ngan an ana . p 246.476.000
yangDilimpahkan lyangDilimpahkan IAlokasi
Umum
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Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g & g [Program, Kegiatan, dan Sub s . .
g Y 8| = k- Keggiatan, & ’ Indikator Kinerja . Target Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
w| @ b = B Lokasi Ki . P Indikatif D Ki . P Indikatif
HECIR: & 9 & inerja / Pagu Indikati ana inerja / Pagu Indikati
Dl Ml al X | X
Persentase penegakan Usulan Pagu
PROGRAM KOORDINASI perda yang berkaitan [Kec. Arjasari U
711l 0 KETENTRAMAN DAN dengan ketentraman 100 Persen 52.235.000 g:rgdgfsr:i - 100 Persen 60.235.000
KETERTIBAN UMUM dan ketertiban umum analisa
kebutuhan
Persentase koordinasi
Koordinasi Upaya upaya Kec. Ariasari
7l 1la 2. Penyelenggaraan penyelenggaraan - AT 100 Persen 40.000.000,00 100 Persen 58.000.000,00
01 Ketentraman dan ketertiban dan
KetertibanUmum ketentraman umum'
Jumlah laporan hasil
Sinergitas dengan Dana
Sinergitas dengan Kepolisian  [Kepolisian Negara Transfer
o Negara Repl,}bhk Indone31g, Republik Inc.lonesui, Kec. Arjasari 1 Laporan 25.000.000,00 Umum - 1 Laporan 30.000.000,00
7114 o1 Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Dana
dgnlnstansi Vertikal di Indonesia dan IAlokasi
Wilayah Kecamatan InstansiVertikal di Umum
Wilayah Kecamatan
Jumlah aporan ?:na fer
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Kec. Arjasari Uri?;ne—
2. g Harmonisasi - A1 1 Laporan 15.000.000,00 1 Laporan 28.000.000,00
7114 o1 denganTokoh Agama dan Hub d Dana
Tokoh Masyarakat ubungandengan IAlokasi
Tokoh Agama dan Umum
Tokoh Masayarakat u
Persentase Koordinasi
. . Penerapan dan . .
Koordinasi Penerapan dan  |p\ooopan peraturan <00 A3 150 Persen 12.235.000 100 Persen 2.235.000
7714 2 Penegakan Peraturan b h dan P
Daerahdan Peraturan aerah dan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah




Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Nasional

KebangsaanNasional

g & g [Program, Kegiatan, dan Sub s . :
g Y 8| = k- Keggiatan, & ’ Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana |[Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
2 3| ¥ th| ot Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
] ! = Q 5 9
Dl Ml al X | X
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Koordinasi/Sinergi Dengan dengan Perangkat Dana
Perangkat Daerah yang Daerah yang Tugas Transfer
Tugas dan Fungsinya di danFungsinya di Kec. Arjasari Umum -
711 9 1 [Bidang Penegakan Peraturan  |Bidang Penegakan 1 Laporan 12.235.000 Dana 1 Laporan 2.235.000
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- IAlokasi
dan/atauKepolisian Negara Undangan dan/atau Umum
Republik Indonesia Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Persentase capaian
PROGRAM lkeberhasilan urusan . . Usulan Pagu
Kec. Arjasari
711 0 0 PENYELENGGARAAN pemerintahan 100 Persen 112.800.000 JAnggaran 100 Persen 129.000.000,00
[URUSAN PEMERINTAHAN umumyang berdasarkan
UMUM ditugaskan kepala analisa
daerah kebutuhan
Persentase
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan KegiatanUrusan Kec. Arjasari
711 2 0 |[Pemerintahan Umum PemerintahanUmum 100 Persen 100 Persen 129.000.000,00
sesuaiPenugasan Kepala Sesuai Penugasan 112.800.000
Daerah Kepala Daerah
Jumiah orang yang Dana
mengikuti Fasilitasi,
e . . . . Transfer
Fasilitasi, Koordinasi, dan Koordinasi, dan Kec. Ariasari Umum -
711 2. 9 Pembinaan (Bimtek, Pembinaan (Bimtek, i 150 orang 58.000.000- D 150 orang 48.000.000-
01 Sosialisasi, Konsultasi) Sosialisasi, Alarll(a '
Wawasan Kebangsaan Konsultasi) Wawasan oxast
Umum
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Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g & g [Program, Kegiatan, dan Sub s . :
g Y 8| = & Keggiatan, £ ’ Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting (Target Capaian Kebutuhan Dana
g s %“ B | o Kinerja / Pagu Indikatif Kinerja / Pagu Indikatif
g2 8 e 3 9
Dl Ml Al X | nX
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Pembinaan Kerukunan Kerukunan Antar
IAntarsuku dan Intrasuku, Suku dan Intra Suku , Kec. Ariasari
71115 9 UmatBeragama, Ras, dan Umat Beragama, Ras, - AT 50 Orang 40.000.000,00 50 Orang 55.000.000,00
GolonganLainnya Guna dan Golongan Lainnya
Mewujudkan Stabilitas GunaMewujudkan
Keamanan Lokal, Regional, Stabilitas
dan Nasional Keamana
nLokal,
Jumlah Dokumen . .
2. Pelaksanaan Tugas TugasForum Kec. Arjasari |, Dokuimen 18.000.000,00 4 26.000.000,00
71115 01 ForumKoordinasi Koordi | Pimpi di Dokuime
Pimpinan di Kecamatan oordinasi Fimpinan di v
Kecamatan n
JUMLAH DESA CEPAT BERKEMBANG o Desa 2 Desa
Persentase . . Usulan Pagu
PROGRAM PEMBERDAYAAN Kec. Arjasari
7113 0 MASYARAKAT DESA DAN masyarakat desa dan 100 Persen 210.000.000,00 z]:n%garari( 100 Persen 187.735.000,00
KELURAHAN g?;?rahan yang e an
ibina
kebutuhan
Persentase koordinasi Kec. Ariasari
7l1ls 2 Koordinasi kegiatan A1 100 Persen 50.000.000 100 Persen 59.735.000
Kegiatan pemberdayaan desa
Pemberdayaan Desa
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Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g .
g0 § ‘E "3 ::?ggi;::ln’ Kegiatan, dan Sub 1, jikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
g 3 W 'gn 2 'En oxasi Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Sl@| & M| di
Jumlah Dana
Lapora Transfer
Peningkatan Efektifitas nPeningkatan Kec. Arjasari Umum -
711 2 3 Kegia{ganPemberdayaan Efektivi%as ! 1 Laporan 50.000.000 Dana 1 Laporan 59.735.000,00
Masyarakat di Wilayah Kegiatan IAlokasi
Kecamatan Pemberdayaan Umum
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Persentase laporan
7|1 2| o g:;::::;:;aﬁlll\z::yarakat i:zla‘:::aa“ iKec. Anjasari 15 Persen 70.000.000,00 100 Persen 88.000.000,00
Dilaksanakan oleh pemberdayaan
Kecamatanbagi Pemerintah |kelurahan
Kota yang Tidak Memiliki
Desa)
Dana
Jumlah Kec. Arjasari Lembaga Eﬁzﬁef Lembaga
711 9 9 Peningkatan Kapasitas Lembag : 2 30.000.000,00 Dana 2 48.000.000,00
Lembaga aKemasyarakatan Kemasya . Kemasy
Kemasyarakatan lyang Diselenggarakan rakatan [Ajlrzia:ll arakatan
Dana
Jumlah Laporan Transfer
Fasilitasi Pengembangan Fasilitasi Kec. Arjasari |, Laporan 30.000.000,00 |[0TU™ - 2 Laporan | 30.000.000,00
711 2 4 UsahaEk ‘M Kkat Pengembangan Usaha Dana
sahaEkonomi Masyaraka . .
Ekonomi Masyarakat IAlokasi
Umum
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Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Rekening

gl g o Program, Kegiatan, dan Sub
g Y 8| = + [Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi ITarget Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
g :g §° 'ga g 'En okasl Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Pl Al M| oM
Dana
Transfer
pJumlah Laporan Kec. Arjasari Umum -
71113 2 5 Fasilitasi Fasilitasi : 1 Laporan 10.000.000,00 Dana 1 Laporan 10.000.000,00
Pengembangan [Pemanfaatan :
[Teknologi Tepat Guna [Teknologi Tepat Guna [Ajﬁiiil
Pemberdayaan dan Persentase Keluarga |Kec. 100 Persen 90.000.000 [Dana 100 Persen 40.000.000
Kesejahteraan Keluarga yang terfasilitasi IArjasari Transfer
}’l‘ingkat Kecamatan dan Umum -
Kelurahan Dana
IAlokasi
Umum
7113 2 [0)
Pembentukan dan Jumlah Keluarga yang [Kec. Arjasari 10.000.000 [Dana 5.000.000
Penumbuhan Karakter Mengikuti Transfer
Keluarga Melalui Pembentukan dan Umum -
Peningkatan Kesadaran Penumbuhan Karakter Dana

Masyarakat akan Pentingnya Keluarga Melalui 50 Keluarga lAlokasi 50 Keluarga
Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
7113 2 1 [Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara

Peningkatan Umum
Kesadaran Masyarakat
lakan Pentingnya
[Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila
dalam Semua Aspek

Kehidupan

Bermasyarakat,

Berbangsa, dan

Bernegara
Peningkatan Ketahanan Jumlah Keluarga Kec. Arjasari 25.000.000 [Dana 10.000.000
Pangan Keluarga lyang Mengikuti Transfer

Peningkatan Umum -

Ketahanan Pangan Dana

Keluarga 50 Keluarga IAlokasi 50 Keluarga

Umum
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Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga Kec. Arjasari 25.000.000 Dana 10.000.000
Keluarga dalam Peningkatan  |yang Mengikuti Transfer
Derajat Kesehatan Keluarga Penumbuhan Umum -
dan Lingkungan dengan Kesadaran Keluarga Dana
Menerapkan Perilaku Hidup dalam Peningkatan 50 Keluarga lAlokasi 50 Keluarga
Bersih dan Sehat Taraf Hidup Keluarga Umum
melalui Kehidupan
Berkoperasi dan
7 Pengembangan
Ekonomi Lainnya
Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang [Kec. Arjasari Dana
Keluarga dalam Peningkatan  [Mengikuti 10.000.000 (Transfer 5.000.000
Taraf Hidup Keluarga Melalui |Penumbuhan Umum -
Kehidupan Berkoperasi dan Kesadaran Keluarga Dana
Pepgembangan Ekonomi dalam Peningkatan 50 Keluarga IAlokasi 50 Keluarga
Lainnya Taraf Hidup Keluarga Umum
melalui Kehidupan
8 Berkoperasi dan
Pengembangan
Ekonomi Lainnya
Pelatihan Keluarga Jumlah Keluarga yang [Kec. Arjasari 10.000.000 [Dana 5.000.000
Tanggap Bencana Alam Mengikuti Pelatihan Transfer
Keluarga Tanggap Umum -
Bencana Alam Dana
50 Keluarga IAlokasi 50 Keluarga
Umum
10
Pelatihan Keluarga Tanggap Jumlah Keluarga yang [Kec. Arjasari 10.000.000 [Dana 5.000.000
Bencana Rumah Tangga Mengikuti Pelatihan Transfer
Keluarga Tanggap Umum -
Bencana Rumah Dana
Tangga 50 Keluarga lAlokasi 50 Keluarga
Umum

11




Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

g 5 g [Program, Kegiatan, dan Sub s s . :
g Y 8| = - Keggiatan, & ’ Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana |[Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
g S ¥ 'En 2 'En Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Bl @| &l X | &M
PROGRAM PEMBINAAN DAN [Persentase desa yang . Arjasari 100 Persen Kiulz?aiagu 100 Persen
7|16 | 0 PENGAWASAN dibina dan diawasi 120.248.000 o ean 90.248.000
PEMERINTAHAN DESA : ° analisa * *
kebutuhan
Fasilitasi, Rekomendasi Persentase desa yan, Arjasari
danKoordinasi Pembinaan e e yang - A1 100 Persen 120.248.000 100 Persen 90.248.000
7116 2 dibina
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Dana
Jumlah dokumen yang Transfer
11k |2 Fasilitasi Administrasi dlfaslljlta;l qal_ain _ - Arjasari 2 Dokumen 20.000.000,00 gmum . 2 Dokumen 10.000.000,00
TataPemerintahan Desa rangkaadministrast ana
tata pemerintahan IAlokasi
Desa Umum
Jumlah Dokumen yang Dana
Difasilitasi dalam Transfer
Fasilitasi Pengelolaan rangkaPengelolaan . Arjasari Umum -
71116 9 KeuanganDesa dan Keuangan Desa dan 2 Dokumen 50.000.000,00 Dana 2 Dokumen 20.000.000,00
Pendayagunaan Aset Desa [Pendayagunaan IAlokasi
IAset Desa Umum
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Kode Rekening

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

-] .
S| o § % "E Ip;?ggi;:ﬁ Kegiatan, dan Sub 1 jikator Kinerja L okasi Target Capaian Kebutuhan Dana [Sumber [Catatan Penting |Target Capaian Kebutuhan Dana
E ¥ 'Ea 2 ’Ea oxast Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Dl Al al ¥ | ¢
Dana
Jumlah Dokumen Mransfer
Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi dalam Kec. Arjasari 0- Umum - 0
71116 2 6 Pemilihan Kepala rangka Pelaksanaan Dana
Desa Pemilihan Kepala (0] Dokumen |Alokasi (] Dokumen
Desa Umum
Jumlah Dokumen Dana
s s . Sinkronisasi Transfer
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Kec. Arjasari Umum -
711l 2 lo Perencanaan Pembangunan Pembaneunan 2 Dokumen 50.248.000,00 Dana 2 Dokumen 40.248.000,0(
Daerah dengan gu .
PembangunanDesa Daerahdengan |Alokasi
PembangunanDesa Umum
Jumlah Laporan Hasil ?i;z fer
Koordinasi Koordinasi Kec. Ariasari Umum -
71116 2 18 Pelaksanaan Pelaksanaan - Al 0 Laporan b 0 Laporan
ana
Pembangunan ) Pembangunan Alokasi
KawasanPerdesaan di KawasanPerdesaan di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Umum

Jumlah Seluruhnya

5.904.425.375

4.838.337.023
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ARJASARI

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan
perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai

hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Arjasari Tahun 2025 berisi
program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan
untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang
tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya
dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah
sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan

prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang
dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja

yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja
dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi
masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan

dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan
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program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan

yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tahun Anggaran 2025

Rencana Tahun 2025

Urusan/Bidang Indikator Kinerja
Urusan
. Program
Kode Pemerintahan (outcomes)/ Target Kebutuhan
Daerah Dan . i i Sumber
. Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana/Pagu D
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif ana
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM
PENUNJANG Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 URUSAN Nilai Akuntabilitas atan 76 Poin AN ASLI
.28.00 PEMERINTAHAN Kinerja Instansi Arjasar 4.983.228.942 DAERAH
DAERAH i (PAD)
KABUPATEN/KOTA
Persentase Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran dan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja atan 100 % AN ASLI
.28.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Arjasar 40.145.900 DAERAH
Perangkat Daerah yang disusun sesuai i (PAD)
ketentuan dan tepat
waktu
Penyusunan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Dokumen ;‘;;if;i‘:;ume“ atan 2 AN ASLI
.28.00 Perencanaan Perangkat Daerah Arjasar Dokumen 10,000,000 DAERAH
Perangkat Daerah i (PAD)
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penyusunan Lapora}n Hasil atan 2 AN ASLI
.28.00 Dokumen RKA-SKPD Koordinasi {\rjasar Dokumen 5,000,000 DAERAH
Penyusunan i (PAD)
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan DPA-SKPD dan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penyusunan DPA- Laporan Hasil atan 2 AN ASLI
.28.00 Koordinasi Arjasar dokumen 2,000,000 DAERAH
SKPD j
Penyusunan i (PAD)
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ik_htis_ar Realisasi
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD'] dan Kecam PENDAPAT
roLpe000 Caprian Kineid dan. | Loporn sl | san | S taporan | 20000000 | NSt
Ikhtisar Realisasi Pen nan Laporan i PAD
Kinerja SKPD yusunan Lapora ( )
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Hasil Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Walidata Pendukung Penyelenggaraan atan 1 2.000.000 AN ASLI
.28.00 Statistik Sektoral Walidata Pendukung Arjasar | Dokumen : : DAERAH
Daerah Statistik Sektoral i (PAD)
Daerah
Jumlah Data
Pelaksanaan Statistik Sektoral Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pengumpulan Data Daerah yang Telah atan 1 Data 1.145.900 AN ASLI
.28.00 Statistik Sektoral Dikumpulkan dan Arjasar ! ' DAERAH
Daerah Diperiksa Lingkup i (PAD)
Perangkat Daerah
Persentase Dokumen
Administrasi pelaksanaan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Keuangan Perangkat Administrasi atan 100 % AN ASLI
.28.00 b & g Arjasar 0 4.215.054.087 DAERAH
aerah Keuangan yang tepat i (PAD)

waktu
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Rencana Tahun 2025

Urusan/Bidang Indikator Kinerja
Urusan
Kode Pemerintahan Program
(outcomes)/ Target Kebutuhan Sumb
Daerah Dan . i i umber
. Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Dana
Transfer
Umum -
. - Jumlah Orang yang Kecam 18 Dana.
7.01.0.00.0.00 Penyedlaan Gaji dan Menerima Gaji dan atgn Orang/Bu | 4.211.054.087 Alokasi
.28.00 Tunjangan ASN Tunianean ASN Arjasar lan Umum
Jang i PENDAPAT
AN ASLI
DAERAH
(PAD)
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD dan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penyusunan Laporan Laporan Hasil atan 1 Laporan AN ASLI
.28.00 Keuangan Akhir Koordinasi Arjasar p 2,000,000 DAERAH
Tahun SKPD Penyusunan Laporan i (PAD)
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Keuanean dan Laporan atan 4 Laporan AN ASLI
.28.00 gan Koordinasi Arjasar P 2,000,000 DAERAH
Bulanan/Triwulanan Penvusunan La . PAD
/Semesteran SKPD yu poran ! ( )
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Persentase
Administrasi Barang Pemenuhan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 i1 atan AN ASLI
Milik Daerah pada Dokumen ; 100 %
.28.00 P K L . Arjasar 3,200,000 DAERAH
erangkat Daerah Administrasi BMD .
X i (PAD)
sesuai ketentuan
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Kecam PENDAPAT
Rekonsiliasi dan
7.01.0.00.0.00 Penyusunan Laporan Penvusunan Laporan atan 1 Laporan 3.200.000 AN ASLI
.28.00 Barang Milik Daerah yusunan Lap Arjasar P A DAERAH
ada SKPD Barang Milik Daerah i (PAD)
p pada SKPD
Persentase dokumen
Administrasi pelaksanaan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Kepegawaian administrasi atan 100.00% AN ASLI
.28.00 Perangkat Daerah kepegawaian Arjasar ’ 33,140,000 DAERAH
perangkat daerah i (PAD)
yang tepat waktu
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Dinas Pakaian Dinas atan AN ASLI
.28.00 Beserta Atribut beserta Atribut Arjasar 18 Paket 7.000.000 DAERAH
Kelengkapannya Kelengkapan i (PAD)
Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Perundang- Mengikuti Sosialisasi atan 23 Orang 13.070.000 AN ASLI
.28.00 Undangan Peraturan Arjasar : ’ DAERAH
Perundang-Undangan | i (PAD)
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Implementasi - e O atan AN ASLI
.28.00 Peraturan ,I;Ae‘ilrilsk}lnt_: ?;E:;réiz? Arjasar 23 orang 13.070.000 DAERAH
Perundang-Undangan P i (PAD)
Persentase Dokumen | gecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Administrasi Umum gel enu atan 100 % AN ASLI
.28.00 Perangkat Daerah cayanan Arjasar ° 226,800,000 DAERAH
Administrasi Umum .
i (PAD)
Kantor
Penyediaan ‘él(’;z;ao};:il;its talasi Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Komponen Instalasi P atan AN ASLI
.28.00 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Arjasar 3 Paket 4,000,000 DAERAH
Bangunan Kantor Bangunan Kantor i (PAD)
yang Disediakan
7.01.0.00.0.00 Penyediaan Peralatan Ll:],um;ah Paﬁ{et Kecam P]?\ll\\IID:SP;jT
.01.0.00.0. eralatan dan atan
.28.00 iirrll tl(’)f;rlengkapan Perlengkapan Kantor Arjasar 12 Paket 150,000,000 DAERAH
yang Disediakan i (PAD)
. Jumlah Paket Kecam PENDAPAT
7'01.208.00%0.00 gi?ﬁgﬁ%?;;;aralatan Peralatan Rumah atan 12 Paket 7 000.000 AN ASLI
o Tangga yang Arjasar ’ ’ DAERAH
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Rencana Tahun 2025

Urusan/Bidang Indikator Kinerja
Urusan
Kode Pemerintahan Program
(outcomes)/ Target Kebutuhan
Daerah Dan . kasi Capai Sumber
" Kegiatan (output) Lokasi apaian Dana/Pagu Dana
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Disediakan i (PAD)
Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan | ,ian 12 Paket AN ASLI
.28.00 Logistik Kantor 8ISt yang Arjasar 3,000,000 DAERAH
Disediakan .
i (PAD)
Penvediaan Baran, Jumlah Paket Barang | Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 ot oy rane Cetakan dan atan S Paket AN ASLI
.28.00 Pencoandaan Penggandaan yang Arjasar 2,000,000 DAERAH
g8 Disediakan i (PAD)
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan gzgaa:n dan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Bacaan dan Peraturan atan 12 AN ASLI
.28.00 Peraturan Arjasar | Dokumen 4.000.000 DAERAH
Perundang-Undangan | .
Perundang-undangan i (PAD)
yang
Disediakan
Jumlah Laporan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi KII)Jn'un an atan 1 Laporan AN ASLI
.28.00 Tamu Jung Arjasar P 5,000,000 DAERAH
Tamu .
i (PAD)
Penvelengearaan Jumlah Laporan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 yelenggaraan Penyelenggaraan atan 12 AN ASLI
Rapat Koordinasi dan o -
.28.00 Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan | Arjasar Laporan 51,800,000 DAERAH
Konsultasi SKPD i (PAD)
Persentase dokumen
Pengadaan Barang pelayanan Pengadaan | Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Milik Daerah Barang Milik Daerah atan o AN ASLI
.28.00 Penunjang Urusan Penunjang Arjasar 100.00% 25,000,000 DAERAH
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah i (PAD)
Daerah
Pencadaan Jumlah Unit
Ken%iaraan Kendaraan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Peroranean Dinas Perorangan Dinas atan 0 Unit 0 AN ASLI
.28.00 g atau Kendaraan Arjasar DAERAH
atau Kendaraan R ]
) Dinas Jabatan yang i (PAD)
Dinas Jabatan NP
Disediakan
Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Jumlah Paket Mebel atan . AN ASLI
.28.00 Pengadaan Mebel yang Disediakan Arjasar 3 Unit 25.000.000 DAERAH
i (PAD)
Jumlah Unit Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pengadaan Peralatan Peralatan dan Mesin atan 0 Unit 0 AN ASLI
.28.00 dan Mesin Lainnya Lainnya yang Arjasar DAERAH
Disediakan i (PAD)
Penyediaan Jasa Persentase laporan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penunjang Urusan penyediaan Jasa atan o AN ASLI
.28.00 Pemerintahan Penunjang Urusan Arjasar 100 % 822.971.985 DAERAH
Daerah Pemerintahan Daerah | i (PAD)
Jumlah Laporan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penyediaan Jasa Pen ediaarfJasa atan 4 Laporan 2.000.000 AN ASLI
.28.00 Surat Menyurat 4 Arjasar p ’ ’ DAERAH
Surat Menyurat .
i (PAD)
Penyediaan Jasa ;:::1 l(eacﬁa};??lgzr; Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 yediaan yeciaan atan 12 AN ASLI
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber R
.28.00 . . . . Arjasar Laporan 15,811,985 DAERAH
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik .
s i (PAD)
yang Disediakan
Penyediaan Jasa g’:r? leatiallaarf)ggasr; Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pl U Pl atan 12 AN ASLI
.28.00 clay clay u Arjasar | Laporan | 305,160,000 DAERAH
Kantor Kantor yang .
anto i (PAD)
Disediakan
Pemeliharaan Barang Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Milik Daerah Persentase BMD atan o AN ASLI
.28.00 Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik Arjasar 100.00% 116,916,970 DAERAH
Pemerintahan Daerah i (PAD)
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kecam
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 . atan .
28.00 Pemeliharaan dan atau Kendaraan Arjasar 10 Unit 60.070.000 AN ASLI
o Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang i ? ’ DAERAH
Perorangan Dinas Dipelihara dan (PAD)




105

Rencana Tahun 2025

Urusan/Bidang Indikator Kinerja
Urusan
Kode Pemerintahan Program
o (outcomes)/ Target Kebutuhan
Daerah Dan . kasi i Sumber
" Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
. Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 gz;g(le:t};irzzr;l Mesin jz;n %\i?sfrf If;iar:ina atan 2 Unit AN ASLI
.28.00 - AT 4 Arjasar 2,000,000 DAERAH
Lainnya yang Dipelihara .
i (PAD)
Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabi | Kantor dan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 litasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya atan 3 unit AN ASLI
.28.00 dan Bangunan yang Arjasar 54,846,970 DAERAH
Lainnya Dipelihara/Direhabili i (PAD)
tasi
PENDAPAT
AN ASLI
Sl L 4,083.228.942 DAERAH
(PAD)
PROGRAM
Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 PENILENGORRAAN | INDEKS KEPUASAN | atan 84.5 Poin AN ASLI
.28.00 DAN PELAYANAN MASYARAKAT ;Arjasar 425.913.433 Dﬁ)iRDl-‘;H
PUBLIK
R el e
7.01.0.00.0.00 yeengs ye enes atan AN ASLI
Kegiatan Kegiatan . 0% 0
.28.00 - . - . Arjasar DAERAH
Pemerintahan di Pemerintahan di i (PAD)
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Peningkatan ;::;;aiBEZﬁumen Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Efektifitas Kegiatan Ef kti{fgitas Kegiatan atan 0 0 AN ASLI
.28.00 Pemerintahan di et cg1a] Arjasar | Dokumen DAERAH
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di i (PAD)
g Tingkat Kecamatan
Persentase
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan
oA 88 Pemerintahan yang
Urusan tidak Dilaksanakan
Pemerintahan yang oleh Unit Keria Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 tidak Dilaksanakan Perangkat D aJerah atan 100.00% AN ASLI
.28.00 oleh Unit Kerja g . Arjasar R 100,000,000 DAERAH
yang ada di .
Perangkat Daerah i (PAD)
X Kecamatan guna
yang ada di
Mendukung
Kecamatan .
Pelayanan Prima
kepada Masyarakat
di Kecamatan
Jumlah Laporan
Fasilitasi Percepatan Fasilitasi Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pencapaian Standar Percepatan atan 1 Laporan AN ASLI
.28.00 Pelayanan Minimal di | Pencapaian Standar Arjasar P 25.000.000 DAERAH
Wilayah Kecamatan Pelayanan Minimal di | i (PAD)
Wilayah Kecamatan
Peningkatan ;E:;;a}ll{;zpnoran
Efektifitas Efoktitta Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pelaksanaan Pelaksan atan L AN ASLI
.28.00 Pelayanan kepada ¢ axsanaan Arjasar Aporan | 75 000.000 DAERAH
X Pelayanan kepada )
Masyarakat di i (PAD)
Wilayah Kecamatan Masyarakat
diWilayah Kecamatan
Koordinasi Persentase
Pemeliharaan Koordinasi Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Prasarana dan Pemeliharaan atan 100.00% AN ASLI
.28.0000 Prasarana dan Arjasar : ° 25,000,000 DAERAH
Sarana Pelayanan .
Sarana Pelayanan i (PAD)
Umum
Umum
Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen
dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi
Daerah dan/atau dengan Perangkat Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Instansi Vertikal yang | Daerah dan/atau atan 1 AN ASLI
.28.0000 terkait dalam Instansi Vertikal yang | Arjasar | Dokumen 25,000,000 DAERAH
Pemeliharaan Sarana | Terkait dalam i (PAD)

dan Prasarana
Pelayanan Umum

Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
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Rencana Tahun 2025

Urusan/Bidang Indikator Kinerja
Urusan
Kode Pemerintahan Program
(outcomes)/ Target Kebutuhan
Daerah Dan . kasi Capai Sumber
" Kegiatan (output) Lokasi apaian Dana/Pagu Dana
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Persentase Urusan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pemerintahan yang Pelimpahan kepada atan 100.00% AN ASLI
.28.00 Dilimpahkan kepada Camat yang Arjasar R0 300,913,433 DAERAH
Camat dilaksanakan i (PAD)
gz&gﬁsﬁzigfrzzan Jumlah Laporan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 roratt qeri s Yang Pelaksanaan atan 3 Lavoran AN ASLI
.28.00 gan Kewenangan Lain Arjasar P 300,913,433 DAERAH
Kewenangan Lain ang Dilimpahkan i (PAD)
yang Dilimpahkan yang P
PROGRAM PRESENTASE Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN atan 100.00% AN ASLI
.28.00 MASYARAKAT DESA MASYARAKAT DESA Arjasar ’ ° 210.000.000 DAERAH
DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN i (PAD)
Persentase koordinasi Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Koordinasi Kegiatan kegiatan atan 100.00% AN ASLI
.28.00 Pemberdayaan Desa g Arjasar R 50,000,000 DAERAH
pemberdayaan desa .
i (PAD)
Peninekatan Jumlah Laporan
Efekti%l tas Kegiatan Peningkatan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pemberda: aa%l EfektivitasKegiatan atan 4 Laporan AN ASLI
.28.00 yaar Pemberdayaan Arjasar p 50,000,000 DAERAH
Masyarakat di ) .
Wilayah Kecamatan Masyarakat di ! (PAD)
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan ersentase lembasa Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Lembaga Eemas o atam gan atan 100.00% AN ASLI
.28.0000 Kemasyarakatan terfasifi’ e Yang | arjasar P71 70,000,000 DAERAH
Tingkat Kecamatan i (PAD)
Peninekatan Jumlah Lembaga Kecam 2 Lembaga PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Ko agtas Lembaca Kemasyarakatan atan Koo o §r AN ASLI
.28.0000 b g yang Ditingkatkan Arjasar Y 30,000,000 DAERAH
Kemasyarakatan . . akatan
Kapasitasnya i (PAD)
Fasilitasi Jumiah Laporan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pengembangan Pengembangan atan 1 Laporan AN ASLI
.28.0000 Usaha Ekonomi g gan, Arjasar P 30,000,000 DAERAH
Usaha Ekonomi .
Masyarakat i (PAD)
Masyarakat
Fasilitasi Jumlah Laporan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Pemanfaatan Fasilitasi atan 1 Laporan AN ASLI
.28.0000 Tzknolo i Tepat Guna PemanfaatanTeknolog | Arjasar po 10,000,000 DAERAH
gl iep i Tepat Guna i (PAD)
Eeers’g;fg::; dan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 . Persentase Keluarga atan o AN ASLI
.28.0000 Keluarga Tingkat yang terfasilitasi Arjasar 100% 90,000,000 DAERAH
Kecamatan dan .
i (PAD)
Kelurahan
Jumlah Keluarga
Pembentukan dan yang Mengikuti
Penumbuhan Pembentukan dan
Karakter Keluarga Penumbuhan
Melalui Peningkatan Karakter Keluarga
Kesadaran Melalui Peningkatan
Mmmakatakan | Kesduen o | Kecam
7.01.0.00.0.00 Pen; hag a}lltan dan Pent}i,n nya atan 50 10,000,000 AN ASLI
.28.0000 ghay eny Arjasar Keluarga ’ ’ DAERAH
Pengamalan Penghayatan dan .
) i (PAD)
Pancasila dalam Pengamalan
Semua Aspek Pancasila dalam
Kehidupan Semua Aspek
Bermasyarakat, Kehidupan
Berbangsa, dan Bermasyarakat,
Bernegara Berbangsa, dan
Bernegara
Peninekat Juml?v}[‘ Ke.lﬁiiga Kecam PENDAPAT
7:01.0.00.0.00 Ketahanan Pangan Peningkatan atan 50 25,000,000 AN ASLI
.28.0000 g € Arjasar | Keluarga O, DAERAH
Keluarga Ketahanan Pangan i (PAD)

Keluarga
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Rencana Tahun 2025

Urusan/Bidang Indikator Kinerja
Urusan
Kode Pemerintahan Program
o (outcomes)/ Target Kebutuhan
Daerah Dan . Lokasi Capai D P Sumber
. Kegiatan (output) okasi apaian ana/Pagu Dana
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Keluarga
Penumbuhan yang
Kesadaran Keluarga MengikutPenumbuha
delam Peningatan | Kesadaran, | ecam
7.01.0.00.0.00 J 1arg . atan 50 AN ASLI
Keluarga dan Peningkatan Derajat ; 25,000,000
.28.0000 . Arjasar Keluarga DAERAH
Lingkungan dengan Kesehatan Keluarga i (PAD)
Menerapkan Perilaku dan Lingkungan
Hidup Bersih dan Dengan Menerapkan
Sehat Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga
Penumbuhan yang Mengikuti
Kesadaran Keluarga Penumbuhan
dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Taraf Hidup Keluarga | dalam Peningkatan atan 50 10.000.000 AN ASLI
.28.0000 Melalui Kehidupan Taraf Hidup Keluarga Arjasar Keluarga ’ ’ DAERAH
Berkoperasi dan melalui Kehidupan i (PAD)
Pengembangan Berkoperasi dan
Ekonomi Lainnya Pengembangan
Ekonomi
Pelatihan Keluarga J::l li/}llerljeilﬁsgg * Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Tangga Bencani }P,’ela%ihan%{eluar a atan 50 10,000,000 AN ASLI
.28.0000 88ap g Arjasar Keluarga ’ ? DAERAH
Alam Tanggap Bencana i (PAD)
Alam
Pelatihan Keluarga J:rlln lijllerlfeilgsgg * Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Tangga; Bencani }I;elagtihangKeluar a atan 50 10,000,000 AN ASLI
.28.0000 88ap g Arjasar Keluarga ’ ’ DAERAH
Rumah Tangga Tanggap Bencana i (PAD)
Rumah Tangga
PROGRAM P §ZS§?§§§ erda Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 KOORDINASI D i atan 100.00% AN ASLI
.28.00 KETENTRAMAN DAN ﬁ ngan ketentraman Arjasar : ° 52,235,000 DAERAH
KETERTIBAN UMUM engan xete i (PAD)
dan ketertiban umum
Koordinasi Upaya s e Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Penyelenggaraan Penvelen argafl atan 100.00% AN ASLI
.28.0000 Ketenteraman dan ye engg Arjasar P71 40,000,000 DAERAH
Ketertiban Umum Ketenteraman dan i (PAD)
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Jun}iahv Lapgran
Kepolisian Negara Hasil Sinergitas
Republik Indonesia dengan Kepolisian Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Tegtara Nasional ’ Negara Republik atan 1 Laporan AN ASLI
.28.0000 . Indonesia, Tentara Arjasar P 25,000,000 DAERAH
Indonesia dan . . ]
. . . Nasional Indonesia i (PAD)
Instansi Vertikal di . R
Wilayah Kecamatan dan Instansi Vertikal
diWilayah Kecamatan
Jumlah Laporan
Harmonisasi Pelaksanaan Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Hubungan dengan Harmonisasi atan 1 Laporan AN ASLI
.28.0000 Tokoh Agama dan Hubungan dengan Arjasar p 15,000,000 DAERAH
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan i (PAD)
TokohMasyarakat
. . Persentase PENDAPAT
Koordinasi Penerapan o
Koordinasi Penerapan Kecam AN ASLI
dan Penegakan
7.01.0.00.0.00 dan Penegakan atan DAERAH
Peraturan Daerah . 100.00%
.28.00 Peraturan Daerah Arjasar 12,235,000
dan Peraturan Kepala . (PAD)
dan Peraturan Kepala | i
Daerah
Daerah
. e . Jumlah Laporan PENDAPAT
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/ Sinergi
Dengan Perangkat denean Peran ka% AN ASLI
Daerah yang Tugas 8 g DAERAH
. A Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di dan Funesinva di Kecam (PAD)
7.01.0.00.0.00 Bidang Penegakan Bidan Pgeneyakan atan 1 Laporan
.28.00 Peraturan g g Arjasar p 12,235,000
Peraturan .
Perundang-Undangan P i
erundang-

dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
RepublikIndonesia
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Rencana Tahun 2025

Urusan/Bidang Indikator Kinerja
Urusan
Kode Pemerintahan Program
Daerah Dan (outcomes)/ . Targ.et Kebutuhan Sumber
. Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM Persentase capaian Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 PENYELENGGARAAN | keberhasilan urusan | -0 AN ASLI
’ 28 00 URUSAN pemerintahan umum Ariasar 100.00% 112.800.000 DAERAH
T PEMERINTAHAN yang ditugaskan i J ’ ’ (PAD)
UMUM kepala daerah
Persentase PENDAPAT
Penyelenggaraan Pelgksanaan Kecam AN ASLI
7.01.0.00.0.00 I1~3’Jerrlxl1sear?ntahan Umum E:r%i:ﬁ?ri;ﬁ;f o atan 100.00% DAERAH
-28.00 sesuai Penugasan Umum Sesuai AiArJasar 112,800,000 (PAD)
Kepala Daerah Penugasan Kepala
Daerah
Jumlah Orang yang PENDAPAT
Fasilitasi, Koordinasi g:;%l;l:;f;asﬁltash AN ASLI
dan Pembinaan Pembinaan (Bimtek Kecam DAERAH
7.01.0.00.0.00 (Bimtek, Sosialisasi, Sosialisasi ? atan 150 Oran (PAD)
.28.00 Konsultasi) Wawasan 2 Arjasar g 54,800,000
Konsultasi) Wawasan .
Kebangsaan dan i
. Kebangsaan
Ketahanan Nasional
danKetahanan
Nasional
Pembinaan Jumliah Qrang yang PENDAPAT
Mengikuti Pembinaan AN ASLI
Kerukunan
Kerukunan Antar DAERAH
Antarsuku dan Suku dan Intra Suku
Intrasuku, Umat Umat Beragama. Kecam (PAD)
7.01.0.00.0.00 Beragama, Ras, dan i?as dan Go%on a’n atan 50 Oran.
.28.00 Golongan Lainnya Lo G & Arjasar & | 40,000,000
Guna Mewujudkan 4 i
s Mewujudkan
Stabilitas Keamanan o
. Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan .
. Lokal,Regional, dan
Nasional .
Nasional
PENDAPAT
Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Kecam AN ASLI
7.01.0.00.0.00 Forum Koordinasi Tugas Forum atan 4 DAERAH
.28.00 Pimpinan di Koordinasi Pimpinan Arjasar Dokumen 18,000,000 PAD
Kecamatan di Kecamatan i ( )
PROGRAM Kecam iﬁNADSﬁAT
PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00 PENGAWASAN Pc.sr'sentase d@sa yang ate.ln 100.00% DAERAH
.28.00 PEMERINTAHAN dibina dan diawasi {\rjasar 120,248,000 (PAD)
DESA !
Fasilitasi, PENDAPAT
Rekomendasi dan Kecam AN ASLI
7.01.0.00.0.00 Koord.inasi P§r§entase desa yang atgn 100.00% 120.248.000 DAERAH
.28.00 Pembinaan dan dibina Arjasar ’ ’ (PAD)
Pengawasan i
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen Kecam PENDAPAT
Fasilitasi yang Difasilitasi AN ASLI
7.01.0.00.0.00 i . atan 2
58 00 Administrasi Tata dalam rangka Ariasar | Dokumen | 20.000.000 DAERAH
o Pemerintahan Desa Administrasi Tata i ] ’ ’ (PAD)
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen PENDAPAT
Fasilitasi Pengelolaan gZ?ang;?fifSl Kecam AN ASLI
7.01.0.00.0.00 Keuangan Desa dan Pen elolaa%l atan 2 DAERAH
.28.00 Pendayagunaan Aset Keuin an Desa dan Arjasar Dokumen 50,000,000 (PAD)
Desa g i
PendayagunaanAset
Desa
Fasilitasi Jumlah Dokumen Kecam iﬁNADSTIDAT
7.01.0.00.0.00 Pelaksanaan Fasilitasi dalam atan 0]
o rangka Pelaksanaan - 0 DAERAH
.28.00 Pemilihan 1 Arjasar | Dokumen
Pemilihan Kepala . (PAD)
Kepala Desa i
Desa
Fasilitasi Jumlah Dokumen Kecam PENDAPAT
7.01.0.00.0.00 Sinkronisasi Sinkronisasi atan 2 AN ASLI
.28.00 Perencanaan Perencanaan Arjasar Dokumen 50,248,000 DAERAH
Pembangunan Pembangunan i
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Urusan/Bidang

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja
Urusan
Kode Pemerintahan Program
o (outcomes)/ Target Kebutuhan
Daerah Dan . Lokasi c A D P Sumber
- Kegiatan (output) okasi apaian ana/Pagu Dana
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Daerah dengan Daerah dengan (PAD)
Pembangunan Desa PembangunanDesa
Jumlah 2 921.196.433
Jumlah Total 5.904.425.375

Tahun 2025, Kecamatan Arjasari mendapat pagu anggaran sebesar Rp.

5.904.425.375,00 yang memuat 6 program dalam mengusung misi visi Kabupaten
Bandung. Program-program tersebut, yaitu:

ok L=

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
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BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Arjasari Tahun 2025
berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahun 2025 yang
disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten
Bandung Tahun 2025. Selain itu, Perubahan RENJA juga sebagai landasan
operasional perencanaan taktis tahun 2025 yang isinya lebih memusatkan
pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA
sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang
harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan
arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar
masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir

sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
pembangunan di dalam Perubahan RENJA Kecamatan Arjasari Tahun 2025
bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan
prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Sehubungan hal tersebut, ditetapkan langkah-langkah, sebagai berikut:
1. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025 masih
belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena perlu peningkatan
kapasitas dan kinerja SDM baik melalui Bintek, Seminar/Workshop,
Diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Renja

sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Arjasari Tahun 2025 adalah
dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya
sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan

baik yang bersumber dari APBD Kabupaten
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Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, di dalam proses
penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-
dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJP Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra).

Perubahan RENJA Kecamatan Arjasari Tahun 2025, harus menjadi

dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam  proses perencanaan pembangunan
merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar
setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan
secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam
proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga
aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut,
dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat
atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan
sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat
demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang
luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen
yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah,

sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan
pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya
yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek,
pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang
peningkatan kinerja aparatur.

3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh
karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif
berdasarkan beban kerja.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses
perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan

lebih terwujud.
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Akhir kata kami beserta Aparat Pemerintah Kecamatan
Arjasari mengharapkan agar RENJA Tahun 2025 ini dapat
memenuhi akuntabilitas kami kepada Stake Holders dan sebagai
sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja.

Camat Arjasari
ttd

ASEP HADIAN

Bupati Bandung

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA



